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I(ATA PENGANTAR

lluji dan svukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat

dnn hidal'ah-N-r'a penulis dapa1, menvelesarkan Kan'a llmiah ini dengan jgclpl

PERANAN KEJAI(SAAN DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN

TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA.

Kan'a Ilmiah ini dapat diselesaikan berl.:at bantuan semua pihak diur

penuli-s juga men1,'adari balru,a kar,va ilnriah ini m:r-sih banr,ak kekurangarrn1,a

karena penulis sebagai manusia biasa I'ang tidak lupul dari kesilapan-kesilapan

dan kes alahan-kesalahan.

S elanj utnva penulis masih mengharapkan saran-s aran dab kitr kan-kutikan

serta pendapat-pendapat dalam pemtruatar ka-r-"'a ilmiah di ma_sa r.alg akan

datang.

N.4edan.

Penr-riis-
2007

SRI HID.dYANI, SH
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BAB I

PENDAHULTIAN

Sebagaimana kita ketahui. bahr,r,a dalam lingkungan tugas aparatur

penegal; hr.rkum 1,aitu Kepolisian. Kejaksaan dan pengadilan maka Ke.iaksaan

menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Oleh karena pentingnva Kejaksaan

dalam menempati posisi sentral tersebut dalarn hal ini dapat kita lihat bahlr a di

dalam fungsi seorang Jaksa Penuntut umum dalam proses untuk penl'elesaian

sttattt ntasalah di mana kedudukan Jaksa di sini berada cli tengah-tengah antara_

Penvidik dan Hakim. I'aitu melakrrkan suatu penelitian terhadap berkas perkara

y'ang diterimanva dari penvidik telah memenuhi kelengkapan formal maupun

kel engkapan materi I untuk nrengadakan/melakukan suatu pra penuntutan.

Di dalam hubungan iiri Jai;sa sebagai Pennntut Lhrum memlrerikan

petunyuk liepada Pen-1,-idik tiengan maksud agar berkas perkara hasil dari

penfidil:an dari penr,'idik inilah Jaksa Penuntut LImum akan membuat atau

menvusun suatu surat daku,aan dan sampai kepada penuntut nantinva. dengan

kata ia-in trsi'\\,'a da-ri hasil pen-r'ieiikan tersebu-t mempakan suatu da-sar. dalam

pem'usunan surat dakrlaan vang pada gilirannva surat dakrvaan ini merupakal

clasar pemeriksaan di maua sidang pengadilan serta dasar penurrtutan pidana bagi

Jaksa Penuntut Umum mauplrn merupakan dasar pembelaan bagi

terdakr,r,'a/pena-sehat hukum dan juga pada akhlmva merupalan dasar bagi hukpm

di d alam rn qi: j atuhkan putusan/vonis tersebut.
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IVIalia dalam kerangka tugas dan tanggung jau,ab inilah kepada Jaksa

dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalant p-'elaksanaan lugas sebagai

penuntut umum vang proporsional disertai kemalangan inteleLlual dan integritas

mora-l --vang tinggi dan untuk letrih jelasn-r,a akan diuraikan lebih lanjut lagi rli

d al am p embahasan selanj utn1.a.

Kejaksaan adalah sebagai alat negara penegak hukum pada hakekatnr,a

merupakan abdi inasvarakat -r'ang mempunvai ken'ajiban clan berfungsi sebagar

pencari kebenaran dan penegak keadikm. rejaksaalr juga sebagai pendarnLra

keadilan dan mempuny'ai kelr,ajiban untuk menunjukkan kepastian hukum.

Karena hukum adalah sebagai alat untuk mencapai suatu cita-cita bangsa

1''aitu menulu kepada keselahteraan/keselamatan bangsa dan negara berdasarkan

pancasiia dan Undang-Llndang Dasar 1945. Jalisa 1.-ar-rg dikenal cleg'asa ini

buk;uilah merupakan hal I'ang baru di mana kata tersebut berasal elari Bahasa

S ans ekerta iaitu "Adr,:haks a".

Jakasa Agung Republik Indonesia dcalam keputusann'a Nomor

KEP 074{Al7ll978 tanggal l7 Juli l97B menetapkan lentang Lambang Korps

Adr,haksa I'ang terdiri dari :

zr. Pedang : makna dari lambarrg ini adalah seniata y'ang melambzurgkan

b.

kebenaran. senjata untuk membasmi kemungkaran serta kejahatan

Timbangan : mempllnyai makna sebagai lambang keadilan l aitu

_yang merupakan keseimbangan sertaran dan siratan rasa

Padi dan Kapas : melambangkan kesejahteraan dan kemampuan 1,ang

harapan mas-varakat

keadilan

menjadi
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d. Sekolah '-Sat1'a Adi Wicaksana" : ini adalah merupakan tingkah laku sebagai

dasar liurdasan jir,a setiap \\arga kejaksaan

Dari lambang tersebut di atas. maka jelaslah bahu,a Kejaksaan adalah alat

negera penegak hukum yang harus malnplt menegakkan kebenaran dan kepastian

hukum serta keadilan.

Salah satu objek tugas pihak Kelaksaan adalah melakukan penuntutan

dalam perkara tindak prdana psikotropika khususnva perbuatan vang bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana dilerangkan di atas adaptrn karya rlmiah 1,ang penuris ajukan

ini berjudul . Peranan Keiaksaun Dalam Pelaksanuan Penuntutan Tintlak

Pidarua Psikoh'opika"

agdr tloat menimbulkan penafsiran ,vang berbeda terhadap judul di atas

maka selanjutnt'a perlu pula dibruat pengertian dan penegasan judul tersebut secara

etimologi (kata per kata). 1,aitu :

i. Perzuran adalah hak dan kel:',tasaan untuk bedndak dalam hubungaanva

dengarr kedudukan

2. Kejaksaan 1.ang dalam hal ini arlalah Jaksa menunrt Pasal i a1'at (i) Llndang-

undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah pejabat 1.ang diberi u,e.nenang oleh

undang-undang untuk bertindak sel-ragai penuntut umum dan pelalsanaan

putusan pengadilan --vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta

we\,venang lain berdasarkan undang-undang

!i
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3. Dalam pelaksanaan penuntutan berarti pembahasan ini akan dilakukan

terhadap ketentuan-ketentuar 1,anhg ciimuat clalanr Hukurn Acara pidana

tenteang \\,e\\ienang serta tugas dan fungsi pihak Keiaksaan dalam penuntutan

suatu perkara pidana di sidang pengadilan

4. Tindak pidana Psikotropika adalah tindatri pidana i,'ang berhubungan dengan

pelanggaran ketentuan psikotropilia sebagaimana diatur dalam undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika

Dengal demikian pembdtasan ini mengetengahkan penelitian penhal

pengaturan tentang Jaksa dalam Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Medan

khususnva dalam penuntntan tindak pidana psikotrouika.

B. Alasan Pernilihan Judul

Furrgsi keiaksaan dalam proses perkara pidana y,ang dimaks,;clkan aelalah

suatu bentiik proses pidana secara umum rnaka di dalam hal ini khususnl,a dalam

H,kum Acara Pida:ra- hal tersebut tidak terlepas bahw'a- apa selrenarn).q ti{uan

dari hukum acara pidana i1u sendiri.

Sedangkan tqiuan dari hukum acara pidana adaiah supava suatu

pengaturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa- bahrva seseorang \.ang

melanggar suatu perahrran vLng diancam dengan hukuman pidana m.endapatkan

hukuman vang setimpal dengan kesalahannva.

Menurut uraian tersebut di atas maka- riapatiah diketahrri bahu,a Hukum

Acara Pidana tersebut bertujuan untuk memperoleh keputusan pengadilan di suatu i'\

persodan 1,'ang akan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhn:.a,
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oleh karena kita hanva dapat men-ianun suatu kebenaran vang clidasarkan atas

kenvataan -r'ang diperolelr herclasarkan atas keterangan clarr chri mmr-rsia itu

serrdiri atau dengan kata lain bahrva hukum acara pidana adalah suatu hulrum

acara Yang menlrnjukkiul cara bagaima-na suatu perkara diselesaikan cli mqka

hukurn. maka dari itu pentingnya hukum acara bergantung kepada aclani.a hukum

nrareril (hukurn pidana). sebab lugas <lari pacla hukum materil (hukum formil)

hanl'a meniamin hukum materil diberi kepada vang berhak atau mernalisa si

pelanggar meilgganli kerugian atau urengembalikan benda Yal.Ig diamLrilni.a

dengan tiada persetujuan dari pihak lain.

Dengan demikian ada l'ungsi senlral pihak kejaksaan untuk menegakka_n

keadilan berdasarkan ken'ataan lersebut maka adapun ),ang menladi alasan

penriklis dalam memba_hasa- kan,a iln-riah im adaiah :

I Pe,ulis ingin mengetahur tentang Kedudukan Jaksa dalam Hukum Acara

Pidarr'di lndonesia

2. Efektifitas pelaksanaan penuntutan tindah pidana pukotropika ada pacla

Kejaksaan- sehingga dalan hal inr penuiis ingin mengetahui t-ragaimapa prera'

kelaksaan dalam me,gungkapkan sebuah kasus tindak pidana

C. Permasalahan

Adapun yang ritenjacli perma*salahan dalam pemb,ahasarr kar1.a rlpriah ini

adalah bagaimana kedudukan Jaksa dalam pelaksnaaan penuntutan tindak pida,a

psikotropika di pada Tingkar pengadilan Negeri. ,. \
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D. Hipotesa

Hipotesa mempakan lau'alran semengtara dari permasalahan ],ang

dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuklian

dalam sualu penelitian vang dilakukan untuk itu. karena inti dari hipotesa adalah

suatu dalil 1'ang dianggap belum menjadi dalil vang sesungguhnva sebab masih

mernerlukan pembuktian dan pengui ian

Adapun hipotesa 1'ang diajukan sehubungan dengan permasalahan di atas

adalah "kecludukan Jaksa- dalam pemeriksaan tinclak pidana psikotropika di

tingkat Pengadilan Negeri adalah sebagai penuntut umum".

r')
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BAB II

TINJAUAN TIMUM TENTANG PSIKOTBOPIKA MENTIRUT
UNDANG-TINDANG NOMOR 5 TAHUN 1997

A. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah merupakar sualu zat atau obat. baik alamiah maupr-in

sinteiis bukan narkotika. 1'ang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

sLtstlnan saraf pusat )'ang menvetrabkan pembahan khas pada aktir..itas mental dan

perilaku.r

Zal atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktifitas otak atau

nlerangsang susunan S\:'&rof pusat dan menimbuikan kelainan perilaku. disei-tai

dengan timbulnva halusinasr (mengkhal'al). ilusi. ga.ngglran cara bertrl:ir.

perubahan dalam perasaan dan dapa.t nrenvebabkan ketergantungan sefta

mempunl'ai efek stimuiasi (merangsang) bagi para pemakainva.

Pemakaian psikotropika )'ang berlangsung rama tanpa pengarvasan dan

pembalasan pejabat kesehalan dapa,t menirnbulk-aa dampak vang letrih br-rruk.

tidali saja menyebabkan keterganlungan bahkan juga menirnbulkan berbagai

rnacam p"n1'u}lit serta kelainan fisik rnaup-run psikis si pemakar, jarang bahkan

rnenimbulkan kematian.

D etvan P ers eri katan B angs a- B angs a tel ah mengad ak an (6nysn-s i men gena-i

pemberantasan peredaran psikotropika (Convention on psvchotropic substalces\

i'\

iral. i5

1 Al r\hnradv Abu An Nur, .saln Ingin llertobat duri Nulkobc. Darul Faiah, .Takar1a, 2000.
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vang diselellggarakan di Vienna dari tanggal I I Jeu-ruari sampai 2l Februari 1971.

1'ang diikuti oleh 7l negara ditambah dengan 4 negara sebagai penin.jau.2

Sebagai reaksi 1'ang didorong oleh rasa lieprihatinan 
"vang 

mendalam atas

meningkatnra produksi. permintaan. penr,alahgunaan dan peredan gelap narkotika

dan psikotropika serta kent'ataarr bahlr,a anali-anak da-n remaja digunakan sebagai

pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap. serta sebagai sasaran

produksi. distribusi dzur perdagangan gelap narkotika dan psikotropiha telah

mendorong lahirnl'a Konvensi Perserikatan Bangsa-tsangsa tentang

Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika- t998.3

Konvensi tersebut secaia keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran. angtara

lain sebagat berikut :

1. Masvarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan

perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap

narkotilia dan psikotropika

2. Pemberantasan pereclaran gelap narkotilia dan psrkotropika merupatr;an

maslaah semua negara 1'ang perlu ditangani secara bersama pula

3. Ketentuan-l,etenfuan 1'ang diatur dalam Konr.ensi Tunggal Narkotil:a 1961.

Protokol i972 lentang Perubahan Konr,ensi Tunggal Narkotrka 1961 dap

Konvensi Psikotropika 1971, perlu d-itegaskan dan disempurnakan sebagai

sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika

dan psikotropika

: Rornli Atmasasmita. Tindak Pitlttnn N*rkotika
Pidanu Indonesfu. Citra,"\ditr,a llakti. BandurLg. 1997. ha1I rAi.r t--r ::

Ttansnosioncl Dlaam Sistem llukum
32

8
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4. Perlunva memperkuat dan rneningkatkan sarana hukum -vang lebih eteitil'

dalam rangka kerjasanra internasional di bidang knrninal untuk rnemberanlas

organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika

dan psikotrc,pika

Di dalam undang-undang Nomor 5 Tahun r9L)7 ini diatur pelbagai

masalah vang brerhubungan dengan psikotropika meliputi pengaturan nmengelai ,

L Ketentuan tentang pengerlian dan.ienis psikotropika

2. Ketentuan tentang kegiatanvang men1.'angkut psikotropika sepertt penanaman.

pracikan. produksi. perdagangan, lalu lintas. pengangkutan serta penggunaan

psikotrcpika

3. Ketentuan tentang u.ajib lapor bagr orang atau 1,ang melakukan kegiatan-

kegialan sebagai tersebut dalam angka 2

4. Ketentuan yang mengatur penf idtkan. penuntutan dan pemeriksaan di depan

pengadilan dari perkara yang berhubungan clengan psikotropika l,ang karena

kekhususann'a dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah

Penyi{16rn- penuntutan dan psmsliksaan dr depan pengadilan. memerlulian

penvimpangan dari ketenluan hukum -vang berlaku

Meskipun diadakiur penvimpangan dan pengaturur khusns, ticlak berarli

bahlr,a hak asasi tersangka/terdakrva tidak diiamin atau dilindungi" bajrkan

diusahakan sedemikian rupa sehingga pen5.impallgan dan pengaturan khusus itu

tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdaklya. rnelainkan

hanva pengurangan 1'ang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan

negara dari bahal'a ,vang ditimbulkan karena penl'aiahgru-raan psikotropika.

9

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Ketentuur tersebut antara lain ialah bah*a dalam pemeriksaan di depzur

pengadilan. saksi atau orang lain r,ang bersangkutan clengan perkara _r.ang seclang

dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menvebut narna. alamal alau lain

1'ang men-rberi kemungkinan dapat drketahui identitas pelapor.a

undang-undzurg Ncmor.5 Tahun 1997 tentang psikolropika luga memuat

pengaturzul tenlang :

i. Ketentuan vang mengatur tentang pembenan ganiaran (premr)

2. Ketentuan tenlang pengobatan dan rehabrlitasi peca-ndu psikotropika

i. Ketentuan lain vang berhubungan dengan kerja sama intemasional dalarn

penanggulangan p sikotropika

Guna memberikan eiek prefentif 1'ang lebih tinggi terhadap dilakukannl,a

tindak prdana lersebut. demikian pr-rla untrik mer:rberikan keleluasa_an kepada alat

penegak irukum dalam menangani perLara tindak pidana secara efektiL maka

ditentukan'nn.u** hukuman vang cliperberat bagi pekaku tindak pidana. lebih

Ianiut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau clitu.iukan kerrada

anak-anak dr bai-iah umur.

Karena Indonesia merupakan negara

Psikotropika. 19tt I " beserta protokol ,\'ang

ketentuan dalam undang-undang ini telah pula

diatur di daiam konferensi tersebut.

peserta dari Konr,ensi Tunggal

rnengubahll'a nraka ketenlLran-

disesuaikan dengan hal-hal r,ang

Psikotropika adalah sejenis zat (substance) 1.ang penggpnaannva diatur di

dalam Undang-Undang Nomor,5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

' Badan Narkotika Nasional Republik lndonesia,
Penyolahgttnqan N$rkobt .Iakarta. 2004. iral 2l

l0

Konunikasi Penyuhthan Pencegahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Dengan berkembang pesatnr,'a industri obat-obatan dervasa ini. maka

kategorijenis zat-zal psrkotropika semakin rneluas pula seperti t.ang lerlera dalan-r

konferensi dan traktat internasional ),ang lermasuk pula z,at-zat vang mempunvai

efek-efek lain di samping pemtrinaan.

B. Golongan dan Jenis Narkotika

Jenis-jenis ,\rang termasuk psikotropika :

1. Ecstasv

Ekstasi adalah salah satu obal bius vang dibuat seeara ilegal eli sebgah

laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi dapat membuat tubuh si

pemakai merniliki energi 1'ang lebih dan juga l-risa mengalami dehidrasi l.ang

tinggi. Sehingga akibatnr.a dapat membuat lubuh kita untuk terus bergerak.

Beberapa oratg -\:ang mengkonsumsi el,stast ditemgkzur meninggal k_arena ter.lal,

banvak mirium air dikarenakan rasa haus 1'ang ama,. sangal.'

Tergolong jenis za1 psikotrcpika dan hiasanl'a <jiproduhsi secara ilegal di

laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ekstasi akan mendorong

tubuh untuk melakukan aktifitas vang melarnpaui batas maksimum dari lrel,r;atan

tubuh itu sendiri. Kekenngan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari

pengerahan tenaga vang tinggi dan lama. Efek va,rg ditimbulkan oleh pengguna

ehstasi adalah diare. rasa haus -r,ang berlebihan. tueraktif, sakit kepala dan pusing.

mengigil ,vang tidak terkontrol, deta,k ilnlung )'ang cepat dan ering mua-l disertai

muntah-muntah atau hilangnva nafsu makan, gelisah/tidka bisradiam. pucat &

'' EY Kanter rlan SR
Storia Grgtika. Jakarla" 2t)02

Siantriri. ,4sos-escs Hukum Pidsne di Indonesia dun peneroputurl,u.
lrol O1

1l

c
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keringat. dehidrasi mood berubah. Akibat iangka peyrjangnl,a adatah kecanduan"

sr'zu'al'otak lerganggrl^ gangguan re'er. turang dan gigi kropos.

Beberapa pemakai ekstasi yang akhirn'a meninggal durua karena terlalu

ban)'ak minum akibat rasa haus rang amat sangal. zat-zatkrmia 1.ang Lrerbahal.a

sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi. zat-z.at ini men'ebabkan

munculnl,'a suatu rekasi 1,ang pacla. fubuh. Dan dalam bel-rerapa kasus, reaksi dari

z,at-z,at rnr akan menimbulkan kematiarr. pengguna ekstasi sering harus minum

obat-obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi Lruruk

Dan hal ini men_vebabkan denlut nadi menjadi cepat,

p;u-anoia dan tralusinasi. Ekstasi dikenak de.gan sebutan

lain

-r,a.ng timbul pada dinny.a.

sefta akan menimbulkan

inex, I. l;aneing dan lain-

2. Sabu-sahu

Narna aslinya methamphetamine. Berbentuk

bumbu penl.edap,.masakan, Jenisnr.a antara lain r,aifur

l:ristal seperti gula atau

gold river. coconut ciiur

kristal. Sekarang ada l.ang berbentuk tablet Obal ini dapat ditemukan dalanr

bentuk kristal dan obat ini tidka mempunyai \\.arala maupun bau. maka ia disebut

dengan lain t'aitu lce.6

obat ini juga mempunr-ai perrgaruh r,ang kuat terhadap s1.arar. si pema-liai

shabu-shabu al'ian selalu berganfung parla obat bisu itu dan atan terus berlangslng

lama- bahkan bisa mengalami sakitjantung atau bahkan kematian. Shabu_shabu

juga dikenal dengan julukan lain seliriti crlass. euartz, Hirropon. Ice Cream.

6 lbiet-hal. 94
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Dikonsumsi dengan cafra membakarnva di atas aluminium lbil sehingga

rTrengalir dari ujung satu ke arah u-jung r,ang lain. Kemuclian asap ).ang

ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa vang di dalamnr.a berisi

air). Air bcng tersebut berfungsi sebagai Lilter l:arena asap tersaring pada- r,r,aktu

meleu'ati air tersebut. Ada sebagran pemakai \.ang memiiih membakar sabu

de.ngan pipa kaca karena takut bfek jangka paryang vang mungkin ditimbulkan

aluminrum foil r,angt terhirup.

Efek vang ditimbtilkan :

i. menjadi bersemangat

2. gelisah dan tidak trisa diam

3. tidali bisa tidur

4. tidak bisa makanT

Jangka panjang fungsi otak terganggu dan

parzuroih

lever terganggu

Ge;ala pecandu vang putus obat :

bisa berakhir dengan kegilaan

1. cepat marah 
(

2. tidak tenang

3. cepat lelah

4. tidak bersemangatlingin tidur terus

Psikotropika ],ang mempunl'ai potensi mengakibatkan sindroma

ketergantur,g.ln,digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, y.aitu :

I

2

1ird. hal. !)5
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Golongan I

Golongan II

Golongan III

Colongan IV

: Psikotropika 'a,g han1,a dapat digunakan untuk tujuar ilrnu

pengetahr-ran dan tidak digunakan dalam terapi serta

mempunyai potensi kual mengakibatkan sindrorna

ketergantungan Contoh ekstasi

: Psikotropika vang berkhasiat pengobatan clan dapat digunalian

dalam terapi dan/atau untuk lujuan ilmu pengetahuan serta

mempun_vai potensl kuat mengahibatkan sindroma

ketergantungan. Contoh Amphetamine

: Psikotropika ]'ang berkhasiat pengobatan dan banl,ak

digr"rnaka:r dalam terapi daniatau untuk tujuan ilmu

pengetahuan serta mempunr ai potensi sedang mengakibalkar

sindroma ketergantungan. Contoh pireno barbital

: Psikotropika vang berkhasiat pengobatan dan sangat luas

digrurakan daiam terapi dan/atau untuk t.rtuan ilmu

pengetahuan sefia mernptri'ai polensr ringan mengairibatlian

sindroma ketergantungan. Contoh Diazepam, Nitrazepam (BK"

DL[\4)

C. Kegunaan dan Bahaya Psikotrlpika

Dalam Undarrg-undang Nomor ?z rahun 1997 drsebulkan bahn,a

penggunaan peikotropika han-va diperbolehkan untul.; kepentingan pengobatan dan

atau tujuan ilmu pengetahuan- dengan mengindahkan s\,arat-s_varat yang

ditentukan oleh undang-und ang.

t4
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Dan bila dipaliai dipergunakan lanpa itu. merupakan bahava psikotropika

dzur terrnasuk ltent'alahgu naan

Pen'alahgunaan dalam bahasa asingnra '-ABUSE" r,aitu memakai hak

miliknl:a dengan tidak pada lempatnva alar-r dengan se\\'enang-\\,.enang

Dapat -iuga diartikan salah pakai atau "MISUSE" t,aitu mempergunakan

sesuatu vang tidka sesuai dengan fungsinl,p

Dengan derukian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengelahuan.

cliberi kemungkinan untuk mengimport psikotropika mengeksport obat-obat \ang

mengandung psikotropika, menanam. memelihara papayer. koka dan ganla Untuk

rtu vang bersangkutan harus mendapal izin dari pemerintah. Tetapi rzin tersebut

hanva diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu r.aitu .

l. Lembaga ilmu dan atau lemLraga pendidikan

2. Apotik

3. Dokter'

4. Pabrik farmasr

-5. Pedagang besar farmasi

(;. Rumah sakit

ffi
lsitilah psikotropika !'ang dipergundran disini bukanlah "NARCoTics"

pada farmacoiogie. rnelainkan dengan DRUG vaitu sejenis 'zat i.ang bila

dipergunakan akan membau,a efek dan penganrh-pengaruh tertentu pada tubrih si

pemakai vaitu :

l. Mempengaruhi kesadaran

2. Memberikan dorongan 1,ang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

l5
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3. Adanva pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa .

a. perlenang

b. perangsang (bukan perangsang sex)

c rnenimbulkan hah.rsinasi8

Zat psikotropika ini ditemukan manusia i ang penggunaannva dituiukan

tu rrtuk kepentingan u mat manus ia khus u snl,a.

Di bidang nengobatan. oleh karenanr.a dalam ketentuan perundang-

undangan mengenar pskotropika penggunaannl,a diatu, secara ilegal di trau,ah

penga\vasan dan tanggungjarvab dokter dan apoteker.e

Penggunaan psikotropika dengan dosis 1'ang diatur oleh seorang dokter

untuk kepentingan pengobatan. tidak membarva akibat sampingan }'.ang

. membahal'akan bagr tubuh orang yang bersangkutan (.vang diobatin,va).

Secara Llmum pengertian otrat ialah zat untuk men_vembuhkan penl.akit.

Sesuatu zat'berfungsi menr,,embuhkan penvakrt jika penggunaannya sesuai dengan

petiinjrik 1'ang L'erwenang (ahli). Ini disel''abka:r karena han,a 1,ang.,herir,,enar,;

(ahlinr-alah) 
-_vang mengetahui .

I. ukuran (dosis) sesuahr ol_rat

2. lamanva suatu obat harus dipergunakan

3. pantargarurl,a dan lain sebagainl,a

Di samping manfaatnva tersebut, psikotropika apabila disalah gunakan

a.tau salah pemakaiannl,.a dapat menimlrulkan akibat _vang- sangat merugikan bagi

3 Soed-iono s., Htrkum Ncrkotikg Indonesia, penerhit Alunini" Banilung, I9g3. hal. l
" Ibid.ha1. 1-2

t'\
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kehidupan serta nilai-nilai kebuda)aan. Karena itu penggunaan psikotropika

hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tuiuan ilnru pengetahuan.

Penvalahgunaan pemakaian psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal

serla menl'ebabkan vang bersnagkutan menjadr tergantung pada psikotropika

untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika dengan segala

cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial. agama maupun hukum vang

berlaliu.

Dari uraian-uraian tersebut di ata*s dapatlah dibavangkan ba-hrva bahal,a

dari penvalahgunaan psikotropika tidka saja terhadap pribadi si pematriai"

melainkan pula da[rat menciptakan keadaan men-rbahal.akan atau mengancam

masvarakal. Hal ini bisa terjadijika dalarn suatu kelompok masl.arakat br,anl'ak

. orang )'ang ketergantungan (keeanduan) obat Keadaan ini disebr"rt

Deteriosasrmental (kemerosolan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuakl dan

perbuatan iung ,ungut merugikan dan menghancurkan maslarakat rtu sendiri.

sepefii :

1. Keeelakaan meninskat

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan serval,lu bekeria

Kekerasan meningkat (vioience)

a. pembunuhan diri sendiri (luicide)

b. pemburuhan orang lain (komieidi)

I(e.iahatan lain :

a. trenda (mencuri. merampok dan merusak)

b. moral (seks dan perkosaan)

i\

3.
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4. Tingkah laku abnormal :

a. tidak produktif

b. lidak mempunvai rasa tanggung jawab

c. tidak memikirkan hari depan

5. Kelebihan takaran (over dosis) :

a. menvebabkan kematian

h. cacat seumur hidup

Penl'alahgunaan psikotropika dan akibalnl.a bark l'ang membarr,,a-

penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialn_va.

telah lama r:renjadi problema serius di lrrdonesia.

D. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat

Sehagaimana kita ke{aliui bahrl,a orang-orang ,vang liecandu.an

psikotropikb di saat l:etagihan mengalami penderitaan vang mana harus drpenuhi

dengan jalan apa saia. Bagi orang-orarlg trerpenghasilan renciah Cia al.:al terpaksa

akan melak-ukan pencurian. penjambrelan dan berbagar tindakan kriminal lainnva.

Biar bagaimanapun kaum rnncla/orang-orang -\iarrlg lnen\i.alahgunakan pstkotropika

akibat dan bahaya sosialnva akan lebih besar lagi karena menl'angkut kepentingan

Lrangsa dan nega-ra di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila psikotropika dipakai sebagai alat subr,ersi dari suatu negara

terhad-ap negara lain maka bahal'an1'a akan lera-sa sekali. l.aitu sualu kehancuran

seperti -yang dialami negara ?trra dalam perang candi di mana Inggris

1B
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mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan larvan clari dalam)

1'ang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap psikotropika

ini maka perlu diketahui pula berbagai petr.rnjr-rk tentang kemungkinan adanl a

p envalahgun aan ps ikotropika dan obat dal arrr masl.arakai.

Badan atau lembaga ]'ang menangani penvalahgunaan psikotropika dapat

memperoleh informast dzm beberapa .ienis data lentang akibat langsung dari

penl'alahgunaan psikotropika dalam masyarakat dari teberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnva dengan menelaah daftar absensi.

da&ar pemba,-riaran gaii bunrh 1'ang tidak mas,;k keda atau sering inangkir karena

sakit dan sebagainl-'a. Khusus bagi sekolah-sekolah. daftar absen bagi murid

. dengan kebiasaan makan obat dan murid dengan ketriasaan makan obat dan murid

i'ang tidak terlibat biia dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau

dengan jalan melvancarai gum bagian birnbingan dan penr,11l1{13r, dan

administrasi sekolah).

Data dan frencatatan bagia kepolisian dan pengadilan akan

mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyxlrl,*"naan psikotropika

di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah 1,ang digambarkan oleh data-data vang diperoieh tadi

bukanlah gamlrar&n 1,ang sebenarn\,a karena banvak lagi kasus penr.alahgunaan

psihotropika dalam masr,arakat -v-ang tidak tercatat. ibarat bagian gunung es r.sng

menil 'rtl,bui di atas permukaan air laut 1'ang dalam.
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Sebelurn rnengkualifikasikan sesuatu daerah mem;runr.ai permasalahan

penvalahgttnaan psikotropika vang seri,,rs atau lidak. perlu oleh lrelabal rang

berszurgkutan terlebih dahulu mengadakan sualu penr.elidikan r,ang mendasar

untuk mendapat informasi dan data-data r ang lengkap mengenai .

1. Benar tidaknva sint'alemen permasalahan tersebut dalam masr.arakat

bersangkulan dan sampar di mzura luas penvebarann\ia

2. Bagaimana cara penggunaan,/pemakaiann'a jenis psikotropika mana 
',ang

dipergunakan

Jumlah anak didik rema1a atau anggota masvarakat ].ang telah

menvalahgunakan ps lkotropika ters eb ut (ku:ui ti fi kasi )

Dan akibat buruk apa dan masalah sosial. kesehatan lang negatif vang

sifatnt a dapat memgrkar-r bagairnana telah ditimbulkan

Suatu peml,ataanlstatement mengenai terlibalnva sesuatu kelompok

masvara,kat'tertenlu di satu claerah- ataupun goiongan murid-munei rlalam satu

sekolah lertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan mernperhhatkan data-dala

t.ang dapal ber-bicara. bukan lunt,a atas dasar perkiraan atau lanclasan ka,1a oraltg

saja.

Bagi,:rang- orang )'ang rnenvalahgu nakan p si kotropika p erlu d itanggulang i

secara prefentif dan refiesif demi terciptanva pembangunan manusia seutuhnl,a.

Tuir"ran ulama dari usaha prefensi penvalahgunaan psrhotropika secara

singkat ialah menghindarkan timbulnva masaiah-masalah karena penl.alahgunaan

psikotropika )'arlg dipergunakan 1,aitu dengan jalan menghindarkan prefensi atau

mengurangi lumlahnl,a (insidnce-ra1e) dan mengurangi keparahan
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masalali/problema 1'ang dapat ditimbulkannl,a sehingga dengan mudah clapat

dimenger-ti bahu'a ruang lingkupn'a jauh lebih luas dari pada han_r,a

menghindarkan (prefensi) atau mengurangi jumlah obal-obatan dan psiko,,ropika

,vang beredar saja.
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BAB III

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA

A. Peranan dan Tugas Serta Wew,enang Kejaksaan

sebagarmana kila ket;rhui, bahu,a dalam lingkungan tugas aparalur

penegak hukum. 1'ait, repolisian. Kejaksaan dan pengadilan maka Ke.iaksaan

menduduki posisi kt-tnci atau posisi sentral Oleh karena pentingnl'a Keja_ksaan

dalam menempati posisi sentral tersebut dalam hal ini dapat krta hhat bahrva cli

dalam fttngsi seorang Jaksa Penuntut Limum dalam proses unhlk menyelesaikan

suatu maslaah di mana kedudukan Jaksa di sini berada di tengah-tengah aniara

penl,idik dan Hakim^ l'aitu melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara

yang diterimarl\'a dari penvidik telah memenuhi kelengkapan fbrmal maupun

kel engkap an materi I untuk men gadakan/melaku kan sll atu pra pen r;ntut an,

pi haiam hubungan ini Jaksa sebagai penuntut urnum memberikan

petunjuk kepada Penfidik dengan maksud agar berkas perkara hasil dari

pen1,'idiiian dari penvidik iniiah Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau

men)'usun suatu surat dakr,i aan dan sampai kepada penuntut nantinya. clengan

kata lain bahn'a dari hasil penvidikan tersebut merupakan suatu dasar dalam

pen);uslulan surat dakrvaan lrang pada gilirannya surat dakrvaan ini rnerupakan

dasar pemeriksaan di mana sidang pengadilan sefia dasar penuntutan pidana bagi

Jaksa Penuntut Urnum mauplln merupakan da_sar pembela_a:r bagi

terdakrvalpenasehat hukum can juga pada akhimva merupakan dasar bagi hukum

di d alam menj atuhkan p utlrsara/vonis tersebut.

22
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Malia dalam kerangka tugas dan tanggung jalr,ab inilah kepada Jaksa

dituntut utttuk meningkatkan kemamp,lan dalam pelaksanaan tuga_s sebagai

penuntut umuln vang proporsional disertai kematangan inlelelilual dan integritas

moral 1'ang linggi dan untuk lebih jelasnl,a akan diuraikan lebih lanjut lagi di

d alam pembahasan setanj utnr,a.

Ke.iaksaan adaiah sebagai alat negara penegak hukum pada hakekatnr,a

merupakan abdi masvarakat vang mempunvai keu'aiiban dan berfungsi sebagai

pencari ketrenaran dan penegak keadilan. Kejaksaan juga sebagai pendamba

keadilan dan mempun-vai kew'ajiban untuk menunjukkan kepastian hukum.

Karena hukum adalah sebagai alat untuk mencapai suatu cita-cita Lrangsa

t'attu menuiu kepada kesejahteraanlkeselamatan bargsa dan negara berdasarkan

piurcasila dan Llndang-Undang Dasar 194-5. Jatsa 1,ang dikenal deu.asa rnr

bukanlah merupakan hal vang baru di mana kata tersebut berasal dari Bahasa

S a-ns ekerla i'altu "Ad1,haks a".

Dan lambang tersebut di atas. maka jela;iah bahrla Kejaksaan adalah alat

negera penegak hukum ,vang harus mampu ntenegakkan kebenaran dan kepastian

hukum serta keadila.n. 
(

Peranan Jaksa pada masa lalu adalah sangal luas" demikian juga di dalam

hukum adat iuga tidak ada mengenal pembagian perkara apakah hal tersebut

perkara perdata ataupun perkara pidana. sebab pada ma-qa itu trelum terdapat

adan,va pembagian hukum seperti.sekarang ini. tetapi setelah Indonesia merdeka

terjadilah perubahan-perubahan ini eli dalam masvarakat alam pitrjlan masvarakat
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lerdapal berbagai masalah khusustxa di dalanr masalah hukum termasuk l-lukum

Acara Pidtura dan demikian hainva tentang tugas dan flungsi Keiaksaan.

Lembaga Ke.iaksaan adalah lenlbaga penegak hukum di samping lembaga

penagak hukum lainnl'a. Lernbaga ini mempunr,ai urdang-undang r,aitu Undang-

Undang Nomor 5 Tahun i991 tcntang Ke.iaksaan Republik Indonesia (Lembaran

Negara Tahun l99l Nomor,59).

setelah diundangkannya undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. maka

terbentuklah Lemhaga Penuntut Umum vang berdin sendiri 1,ang dipimpin oleh

Jaksa Agung sebagai Penuntul Umum tertinggi 1.ang tidak lagi diperintah oleh

Residen da:r Asisten Residen dan juga terpisah dari kehakiman.

Sebagaimana kita hetahui bahu,a untuk meningkatkan upava pembahasan

hukum nasional dalam Negara Republik lndonesia sebagai negara lurkum vang

berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945. maka dianggap perlu

untuk lebih'rnemantapkan kedudukan d:ur peranan Kejaksaan republik Indonesia

sebagai lembaga peperintahan \rang melaksanakan kekuasaan negara cli bidang

penutntllan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegaii hr-rkum cla-tr

keadilan.

dengan itu berbagai peraturan perundarg-undangan dan

i'ang dipandang sudali tidak sesuai lagi. baik kebutuhan

kesadaarn hukum serta elinamika 1,ang Lrerkembang dalam

: dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum perlu ditinjau

(\

Sehubturgan

perangkat hukum

pembangunan dan

mast.arak_at maupun

dan diperbaharui.
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Undang-Undang Nomor -5 tahun l99l tentanq Kejaksaan Republik

lndonesia ]'ang mengatur dan menentapkan kecludulan. tugas dan r,r,ervenang

ke-jaksaan dalanr kerangka sebagai alal rer,olusi dan merupakan menempatlian

Kelaksaan dalam struklur organisasi departernen sudah tidak sesr-rai Iagr dengan

srstem lielatanegaraan ),ang berlaku. Demikian .iuga sejuinlah tugas dan

\\ie\\enang Keiaksaan di bidang pidana mengaiami perubahan r,ang mendasar

da-lam kaitan dengan sistem peradilan pida"ra terpadu sebagaimana diatur dalam

Llndang-undang Nomor 8 Tahun 198l tentang Hukum Acara pid-ana (LernLraran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Dalam undang-undan-e pokok Ke-iaksaan r.autu Undang-undang

Republik Indonesia Nornor 5 Tahun 1991 r,aitu pasa.l 2 al.at (l) menvebutkan

sebagar benkut "Ke.iaksaan Republik Indonesia selannrtnl'a daiam hal ini clisetrr:1

Ke-iaksaan adalah Lembaga Pemerintahan vang melaksanakan kekkuasaan negara

cl i bidang pintintutal".

, D* dalam Pasel 27 Undang-Undang Nomor 5 -Iahun 
1991 .ruga secar:r

legas tnengatakan bairr.ra Kejaksaan mernpr_rn-r,2i tugas dan \.ve\\,enang rurluli-

mengadakan penuntutan (sefia menjalankan penetapan hakim clan pufusan

pengadllan.

Adapun isi dari Pasal2T Undang-Undang Nomor 5 Tahun l99l tersebut.

r,aitu.

Di bidang Pidana" Ketaksaan mempunvai tugas dan \\e\\,enang

1 Nlelakuklri; filntutan dalam perkara pidana
t

2. I\4elaksanakan penetapan hakrm dan putusan pengadiian
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3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat

'l I\{elengkapi trerkas perkara tetlentu dan hak urrtuk clapat nrelakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan vang dalam

pelaksanaannl'a di ko ordinas i kzur dengan penyidi k

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Ketaksaan dengan kuasa khusus dapat

bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan

pemerintah.

Dalam bidang Ketertlban clan Ketenteraman Llmnm. Kejaksaan tumt

menr elenggarakan kegialan .

L Peningkatan kesadaran hukum masvarakat

2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum

3. Pengamanan peredaran barang sitaan

4. Pengarvasan aliran kepercayaan 1,ang dapat membahayakan masvarakat dan

negara

P ence gahan p enr.al ah gunaan d anlatau p eno d aan agama

Penelitian dan pengembanga:r hukum serta statistrk kriminal

, Adapun tentang masalah Kelaksaan pada umunva^ tugasnva vang utama

adalah terutama di dalam penuntuta-n sidang peradilan pidana. maks untuk

kesempumaan dalam menvelesaikan suatu perkara pidana baik vang mengenai

pembuatan surat dakuaan itu sendiri ataupun eara-cara penl,elesatanrl\:.o Serlir

untuk kepentingan orang vang dituntut. maka dalam hal iru Jaksa sebagai

r' ) Penuntut Umum hants memperhatikan s)'arat fornll atau sl.arat matenl.

5.

6
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Sehubungan dengan tral tersebut di atas. rnaka dalam kaitannr.a harus

bettar-hrenar berkemampuan pro{'esional sebab Jaksa sebagai senlral alau polisi

dar hakim. Oleh sebab itulah seperti vang diuraikan di atas tadi malia cli dalam hal

pembuatansurat da.l'i,r,aan harus benar-benar berdasarkan hukum vang akan

dimintakan pertanggung jarvabann-v-a di muka sidang pengadilan dan Jal:sa

sebagai Penuntut Umum harus mempertanggung jau,abkan hal tersebul r,aitu

ruulai dari pembuatan surat dakrvaan- kemudian perkaranva diperilisa san-ipai

kepadqa apakah surat dakwaan tersebut sah atau U*n*.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun l98I 1,aitu tentang Hukum

Acara Pidtu1a 1'ang dikenal dengan KUI{AP secara tegas juga disebutkan lentang

tpengertian dari Penuntut Umum 1'aitu vang terdapat di dalarn Pasai 1 Butir 6b

.serta Pasal l3 menenlukan pula pengertian tentang Penuntut Umum vaitu sebagar

berikut "Penuntut umum adalah Jatrisa ,vang diberi rvewenang oleh urdang-

unclaag iru uhtuk melakukzur penrmtutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan hal tersebut. maka pengertian penuntut umum ]'anE

disebutk-an olsh I{liHAP lersebut. n1,atalah bahu,a Jaksa bukan hanva Penuntut

Umum dan melaksanakan putusan pengadilan vang telah mempun_vai kekuatar-r

hui.:um r,ang tetap sebagaimana ],ang terdapat di dalam pasal 1 a-vat 6a undang-

Undang Nomor 8 Tahun lg8l tetapi juga melakukan penuntutan dan

melaksax akan penetapan hakim.
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B. Kedudukan Kejaksaan Dalam penanganan per.kara pidana

Fungsi Ke-iaksaan dalam prose.s perkara pidana vang penulis maksudkan

adalah suatu bentuk proses pidana secara umum maka di dalam hal ini khususnr.a

dalam Huktlm Acara Pidana. hal tersehut tidak terlepas Lrahu,a apa sebenamr.a

tu.juan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Tenlang pengertizur ini Hukum Acara pidana menurut penciapar R.

Wirlono Prodiodikoro. mengatakan sebagai berikul "Tujuan dari hukum acara

pidana adalah sllpaya suatu peraturan hukum pidana dilakr.rkan seclemikian mpa

bahlr,a seseorang vang melanggar suatu peraturan r,ang diancam dengan hukuman

prda:ra mendapatkan hukuman 
'ang setimpal rlengan kesarairanrrva."

Dari pendapat ]'ang telah dikemukakan oreh wirlono prodjodikoro

.tersebut di atas maka dapatlah diambil suatu ketentuan vaitu di mana bahr,r,a

Hukum Acara Pidana tersebut berftr"luan untuk memperoleh keputusan pengadilan

di suatu pArsoalan _vang akan menghasilkan kel-renaran dan keaeliliro r.&og

sesungguhn)'a oleh karena kita hanl'rva dapat menjamin suatu kehenaran r;rng

didasarkan atas ken-r,atoon r:,2r1g diperoleh berdasarkan atas keterangan dari diri

manusia itu sendiri atau dengan kata lain bahr.r,a hukum acara pidana adalah suatu

hukum acara yang menunjukkan cara bagaimana suatu perkara diselesaikan di

muka hukum. maka dari itu pentingnva hukum acara bergantung kepada adanva

hukum materil (hukum pidana). sebab tugas dari pada hukum ma.teril (lrukr_rm

formrl) han1,'a menjamin hukum materil diberi kepada vang berhak atau memaksa

si pelanggar mengga.nti kerugian atau mengembalikan benda 1'ang diambilnl.a

dengan tiada persetujuan dari pihak lain.
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4.

5.

Sehubungan dengan hal tergebut. pada pokonl,a hukum acara pidana hanr.a

nrengatur hal-hal 1'ang nreliputi :

1. Diusutnl'a suatu kebenar-an darl adanl'a persangka:ur tadi" l,ang oleg alat-alal

negara vang khr"rsusnl,a diadalian untuk keperluan terseLlut

2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari suatu perbuatan ),ang melanggar

hukum maleril

3. Diikhtiariran segala da,va upa-va agar para pelaku dari perbuatan pidana

tersebut dapat ditangkap. jika perlu dapat dikenakan penahanan

Alat-alat bukti yang telah diperoleh dari hasil pengusutan diserahkan liepada

hakim r.rntuk disidangkan. demikian juga diusahakan agar tersa:rgka dapat

dihadapkan kepada hakim

Vlen-verahkan kepada halim untuk diamtril keputusan tentang ter[ukti

tidakn-va dari perbuatarl )'ang disangka^ 1'ang dilakukan oleh tertuduh dan

tindakari atau hukum:ur apakah 1,'ang akan diambil atau -vang clikenatan

kepadanva

Menentukan upa]'a-upa-_va !,ang dapat diperguna*kan terhadap puiusan \,ang

diambil oleh hakim (banding. kasasi)

7. Putusan vang pada akhiml'a diambil berqra pnhrsan bebas. putusan lepas dari

segala tuntutan hukum atau pufusan pemidanaan

Di dalam hal ini maka Hukum Acara Pidana menentukan suatu aturan agar

para pengusut dan Haki.m -dapat berusaha menembus ditemukannya suatu

kebenaran 1,'ang hakiki dari pada tersangka/tertuduh terseh-irr
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Upal'a untuk menemukan sualu kebenaran \,ang hakiki tersebut tentang

dilakrrkanni'a suatu tindak pidana oleh seseor;u-rg harus clitunlang atau clilengkapi

dengan berbagai sarana 
'ahg 

sifatn'a ilmiah- seperlr dengan bantuan ilmu

lorensik (kriminahstik). tekni pemeriksaan (interoga,si) r.ang mantap amupun

dengan cara-,cara yang lain. maka dengan cara-cara tersebut acara piclana

tnengemban misi untuk mencari kebenaran sepertr tentang pelaku tindak pidana

unluk memperoleh imbalan atas perbuatannva dengan cara membebaskan valg

tidak bersalah dari tindakan \'.mg sehanrsnr.a tidak dikenaLan ata-s dirin).a

Di cialam masalah penuntutan terhadap perkara pidana maka penuntut

umum benvenang melakukan penuntutan terhadap siapapun r.ang diclak11,a telah

melakul'an suatu tindak pidana dfalam daerah hukumnl'a dengan melimpahlian

perkara tersebut kepada pengadiian \.ang benlenang megadilinl,a. l.aitu di mana

setelah Penuntut Llmum menerinra hasil penvidikan dari penyidik lalu segera

mempelalarrriva r1:rn menelitinva dan apabila dari hasil penl.idikan be6m

memenuhi persl'aratarlf elum lengkap maka berkas tersebut dikembalilian kepad;r

pihak penf idik. se(a memberik-an sr-raru petunjuk untur: dilengk-apr

Adapun dalam hal unutk rnelakukan,suatu penuntutan menurut pendapat

Soedirjo. mengatakan bahrva "l\'Ienunrt seorflng terdakua di muka hakirn pidana

adalah menverahkan perkara seorang terdaku.a dengan berkas perkara kepada

l-rakim dengan permohonan sripa).a hakim dengan permohonan slrpaya hakim

memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu kepacla/terhadap

terdakw,'a." l)
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Sedangkan menurut Soed1ono D.. tenlang penuntutan ntengatakan sebagai

berikut "sebenarnYalah birhu'a undang-undang. Yurisllruclensi menentrrkas \.ang

amat teramat penling dari penunlutan pidana."l0

Dari kedua pendapat dr atas" dapatlah disrmpullian bahrva dalam hal

menuntut seorang terdalova. maka dalrrm hal ini penuntut benvenang melakukan

penurtulan )'ang didal,ila telah melakukan tindak pidana serta

melimpahkan/menverahkan berkas tersebut kepada hakin-r rnemeriksa kemudirul

memutus perirara pidana tersebut. r,.aitr-r brerdasarkan undang-itndang e.li nrana

sebenarnva bahlva undang-undang -rurisprudensi menentukan hal r,ang amat

penling di dalam hal penuntutan suatu perkara pidana dan drrlam hal ini daparlah

diungkapkan 2 (dua) kebenaran sejatr" r,aitu :

1. Pemeriksaan penviclikan atan "Pemeriksaan Pendahuluan" a-ta-Ll pemeriksaaa

sebelum di depan persidangan pengadilan

2 Pemerikiaan eir depzur persidangan pengadilanlr

Adapm vang dimaksud dengan pemeriksaan penvidikan dan pemeriksaan

di depan pengadilan 1'aitu adalah bah*a pemeriksaan penvidilian adalah

serangkaian penyidikan dalam hal dan menurut cara \.ang diatur dalam KUHAP

ttntuk mencari sefia mengumpulkan bukti 1'aitu dengan bukti itu membnat terang

tenlang tindak pidana vang terjadi dan guna menemukan tersangka. sedargkan

vang dimaksud dengan pemenksaan di depan pengadilan vaitu dr mara Hakim

menvidik suatu perkara )'ang berarfti serangkaian tindakan Hakim unluk

, ro Soediono D.^ Peilvriksaan
fJarrdLmq- 2002. irai. 23

'i Soedirjo. Juksu tlan l{okint
-lakarta. Edisi I lhhun 2005, ira1. 47

Pendahuluan Menurut KtlHAP, Penerbit Alumni,

Dalam Proses Pidana, Penerbit Akadernika pressindo.
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menerima- memeriksan dan memutus perkara pidana berdasarkan cara yang telah

ditenlukan/diatr"rr di dalam KUIiAp

Pemeriksaan penvidikan vang didahului dengan tir-rdakan penyidikan

adalah serangkaian upala 1'ang penting di clalam mencari suatu kebenaran suatu

alat bukti tentang adanl.a atau terjadinl.a suatu tindak pidana yang merupakan arti

penting dalam jalannl'a pemeriksaan di muka pengadiladpersidangan

Diadakanni'a pemeriksaan terhadap torsangka dan terdakna aclalah

bertujuan untuk memperoleh suatu kebenaran formil seperli vang diungkapkan

oleh R. D. Achmad. Soma Dipraia J'aitu sebagai berikut ..upa1..a 
pencarian

kebenaran bukan semata-mata glrna diterapkannl'a hukum pidara materil.

melainkan juga guna menentukan bah*,a justru hukunt pidana materil hal ter-tentu.

tidak perlu diterapLan. "12

Dalarn hal tersebut di atas sudah tentu mengusaha.kan teruujudnva suatu
!

hukttm acara pidana )'ang berusaha untuk menghukum tragr 1.ang tersalah s.-rta

membebaskan yang tidak bersalah. bahkan .iika ia kemudian dinvatakan denga-l

putusan hakim. bahrva kesalahannt,a ttdka terbul<1i di dalam sualu pemeril_:sa_an

persidangarl )'ang terbuka untuk umum diputus dengan amar pulusan ,\ang

berbunvi "membetraskan atau melepaskan terdakrva dari segala tuntutan hukum",

ma}:a ia berkah mengajukan suatu proses tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi

dan dalam hal penuntut umr:m berpendapat bahrr:a dari hasil penlidika:r dapat

dilakukan penunfutan umum dalam hal ini penunrut umum dapat melakukan

penggabungzur perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakvvaan dan apabila

r? Ancli Hamzah, Petgantar l{ukum Acara Pidans Indonesia, Ghalia In<lonesia. .Iakarta.
200-1. ha1. 23
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pada r.vaktu bersamaan alau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas

dalam hal tindak pidana 1'ang dilakukan oleh seorang vang salra dan kepentingan

pemeriksaan di sini tidak menjadikan halangan terhadap penggabungann_va dan

tindali pidana tersebut bersangkut paut dengan vang lainnya akan letapi )ang sallr

dengan 1'ang lainnl,a itu ada hubungannl'a y.ang dalam hal ini penggabungan

tersebut perlu bagi pemeriksaan.

Kalau kita perhatian pengertlan penvidik 1,ang lerdapat di dalam Undang-

Undang Nomor B Tahun 198I tentang KUHAp tidak acla satu katapr:n \.ang

mengemukakan Jaksa sebagai Pen,vidik, PoLRI-lah satu-satuil'a pejabat vang

ditunjuk oleh KUHAP setragai pen.vidik yang diberi \:r.ew€rorg unftik melakukan

penf idikan dalam perkara tindak pidana vang telah diselesaikan penvidikannva

oleh POLRI di depan persidangan pengadilan da-n melakukan putusan atau

penetap an p engadilan/hakrm.

Sebelum suatu perkara pirlana yang ditujukan pOLRI kepada Jaksa

diteruskan ke pengadilan negeri, Jaksa beranggapan hakn-va dalam hal penelitial

berka-s perkara tersebut dan apabila iaksa beranggaparl bahrra berkas tersebul_

dalam memenuhi s,varat formil untuk diajukan ke pengpdilan maka jaksa

mengemLralikan trerkas tersebut kepada POLRI untuk segera dilengkapi sesuai

petuniuk-petuqjuk 1'ang diberikan oleh Jaksa di mana hak atau wewenang ini oleh

KUHAP disebut sebagai Pra Penuntutan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 138

arat (2) vang berbunli :

"Dalam hal hasil penf idikan tern-vata briir;rn lengkap penuntut umum

mengembalikan berkas perkara kepada penl,idik disertai pelunjuk tentang hal
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vang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waLlu 14 (empat belas) hari

sejak tanggal penerimaan berkas, peny,idik harus sudah men_r,ampaikan kembali

berkas perkara itu kepada penuntutan umum"

$lalaupun demikian masih terdapatnya tugas yang diberikan oleh KtIFlAp

kepaca Jaksa sebagai penyidik dalamj perkara tindak pidana khususnya, seperli

misalnl'a tindak pidana ekonomi, tindak pidana penvelundupan, tindak pidana

subversib dan lain sebagainya peraturan-peratura.n piciana 1,ang terdapal cli iuar

KUHAP.

Adapun yang dijadikan suatu pedoman bagi Jaksa di dalam hal untuk

melakukan pen-vidikan terhadap suatu tindak pidana adalah pasal 2g4 ayat Z

KUHAP vang isinya menvatakan sebagai berikut "Dalam rvaktu dan tahun setelah

.undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlaliukan

ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang

tertentu. sampai pada penrbahan atau dinvatakan tidai; berlaku lagi.

, Sedangkan di dalam memori penjelasan dari pasal 2g4 (Z) KUHAP

dinl'atakan bah'il,a :

1. Yang <iimaksud depgan semua perkara adalah _vang telah dilimpahkan ke

pengadilan

2. Yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut

pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaiman

tersebut el;rtara lainnt'a undang-undang tentang pengusutan penuntutan dan

peradli;ln tindak pidana ekonomi (undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955
(

Pasal 26b 1-aitu untuk mengenai prefensi penyelundupan).
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Sebagaimana kila ketahui bahu,a KUHP 1.ang berlaku pada saat ini. adalah

merupakm pemndang-undangan kodefikasi pemerintah kolonial sekitar tahun

1915 dan mulai diberlakukan di Indonesia sekitar/pada tanggal I Januari l91tt

hingga pada saat ini. di mana wvS tersebut clirasakan kurang dapat menampung

kebutuhan mas1,'arakat, sehingga timbul peraturan perundang-undangan pidana

y'ag diatur di luar WvS )'aitu antara lain .

l. Verdoovenve Middelen Ordonantie, S. 1927 No. 27g

2. vuunvapen ordoriantie, s.s. I937 No. 170 diubah dengan s. 1939 No. 278

3. Teritonal Zee Maritieme Kringen Ordonantie, S. 1939 No. 442 (undang_

undang lautan teritorial dan lingkungan laut maritim) dan lain sebagainv-a

Adapun liedudukan antara perundang-undangan pidana khusus tersebut

dengan KLfHP adalah -sebagai trerikut :

1. Bahlva KUHP merupakan induk peraturan perundang-undangan pidana
t

2. Karenan.va ia merupakan kedudukan senffal sebab di dalamnl,a menurut

ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana sebaga: mana diatur di ddam

buku I KUHP dan berlaku juga bagi perundang-undangan khusus tersebut

menentukan lain

Dengan demikian undang-undang tersebut sebagaimana diatur di dalam

Pasal 284 a]'at (2) KUHP tersebul memiliki sifat-sifat khusus dan karena

kekhususannva itu memturgkinkan adan\,a penl,.impangan-penl.impangan

(eksepsional) bark dan bagian umum dari bagian khusus KUHP dan hal ini r.iapat

pula terjadi terhadap hal-hal yang menyangkut masalah-masatah penltdikan,

pennntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.
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Dengan berlakunva KUHAP maka dikaitkan dengan adan,va kel,snlran

peralihan pada Pasal 284 ayat (2) KUHAp I'aitu hal-hal \.ang merupalian

penf impangan tersebut adalah tetap melihat pada perundang-undangan pidana

khusus dan hal ini menuniukkan masih tetap diberlakukannya unluk sementara

sepanjang belum dirubah dan dicabut. Sedangkan hal-hal 1,,ang diatur di luar iru

diperlukan KUHAP dan untuk memperluas/memperjelas uraian tersebut dapat kita

perhatikan misalnya ketentuan materi pasal 25 Unda,ng-Undang Tindak pidana

Ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun i955). menyatakan ,,Terhadap

pengusutan tindak pidana ekonomi untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan

tersebut dalam Het Herziene Indonesiache Reglement kecuali jika undang-undang

darurat ini menentukan lain."

' Dengan telah diberlakukarur-va KUHAp maka HIR dicabut. maka dengan

itu KUHAP-1ah --vang berlaku sedangkan kalimat -yang men_vatakan "kecuali jika
t

undang-undang darurat ini menentukan lain", menyimpulkan adanl,a

p envi mp angan-pen-vi mpangan dalam Undang- Undang darurat ters :b ut b aik, dan

segi hukum pidana khusus dan hal tersebut lebih drpertegas lagi Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelalisanaan KUHAp. vaitu vang

terdapat di dalam Pasal 17 menyatakan "penyidikarl menurut ketenhran khusus

acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 284 a]'al (2) KLrI{Ap dilarisanakan oleh penl.idik jaksa

dan pejabat penyidik berrvenang lainn-va berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
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Berdasarkan kelentuan Bab XXI ketentuan peralihan padal Pasal 284 at'at

(2) KUHAP vang dipertegas di dalam Bab VII tentang penl'idikan terhadap tindak

pidana khusus dan Pasal 17 dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tenlang pelaksanaan KUHAP dinl'atakan bahu'a penr.idikan menurut kelentuan

khusus dan 1'ang dimaksud di dalam Pasai 284 ayat (4) KUHAP dilaksanakan

oleh penf idik, jaksa dan pejabat penf idik I'ang benvenang lainnya berdasarkan

perafuran perundang-undangaq maiia jaksalah juga.sebagar penr.idik terhadap

tindak pidana tersebut, karena ker.lajibarurl.a sebagai penviclik maka jaksa juga

mempunyai wewenang sebagaimana ,vang dirumuskan dalam pasal 7 al.at I

KUHAP -vang isinva adalah "penr idik sebagaimana rilang dimaksud dalam pasel 6

al'at (1) huruf a karena kervajibann\:'o rlefitpunvai tr'eri-enang :

a. Menerima laporan alau pengaduan dan seora-ng tentang adanva tindak pidana

b. N4elakukan tindali pertama pada saat di tempat keiadian

e. Ment'uruL berhenti seorang tersangka dan memeriksa tancla pengenal diri

tersangka ,. 1

d. Melakul:an penangkapan. penahanan. penggeledahan dan penl,itaan

e. Melakukan pemeriksaan dan penvitaan surat (

f. Mengamtrilsidik jari dan memotret seorang

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalan hubungannl,a dengan pemerilsaan

perkara

i. Mengadalian tindakan lain menurut hukum l'iu)g.bertanggung jalvab
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5

Dalam penyelesaian pasal demi pasar tentang KUAp pasat 7 ayat (l) huruf

j dijelaskan agar melihat penjelasan pasal ,5 ay.at ( I ) hurul. a angka 4 menyatakan

bahr.va vang dimaksud "Tindakan Lain" adalah tindakan dari penvidik untuk

kepentingan peny,idikan dengan sy'arat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu afuran hukum

2. Selaras dengan kervajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan

jabatan

3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan

jabatannva

Atas pertimbangan 1'ang layak berdasarkan keadaan _vang memaksa

Menghormati hak asasi manusia

Dari penielasan-penjelasan tersebut di atas maka Jaksa sebagai per-r1,idik

terhadap tindak pidana tertenlu karena keivajibann,va mempun),ai suatu \\.e\\,enang

sebagaimana'1'ang dirumuskan dalam Pasal 17 a),at 91) tersebut di atas. antala

lain mrempun\,ai ker,r,enangan untuk melakukan penahanan sehingag oleh karela

itu sesuai dengan bunvi Pasal 20 KUH,{P, maka unluk kepentingan penvidikan

berwenang melakukan penahanan dengan memperhatian s1.ara1-s1.arat

sebagaimana y'ang dirumuskan di datam pasal 21 KUHAP, y'akni terhadap

seorang tersangka vang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan

bukti-bukti )'ang cr.rkup dalam hal adanl,a keadaan ).ang menimbulkan

kekharvatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang

bukli dan ata,ri )rengulangi tindak pidana, benvenang untuk menggunakan pasal
(

24 KUITAP

39

UNIVERSITAS MEDAN AREA



(\

BAB IV

TATA CARA KEJAKSAAN DALAM
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Penyerahan Berkas Perkara Kepada pihak Kejaksaan

Tujuan pemeriksaan penl,idikan tindak pidana menl:iappun hasil

pemeriksaan penvidikan sebagai "berkas perkara" r.ang akan diserahkan penr.idik

kepada penuntut rrmum sebagai instansi )'ang bertindak dan benr.enang

melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penvidikan itu ,vang

dilimpahkan penuntut Lrrrlum kepada hakim di persidangan pengadilan. oleh

karena itu, apabila penyidik berpendapat. pemeriksaan penvidikan telah selesai

dan sempuma, secepatnr,,a mengirimkan berkas-berkas perkara hasil penvtdikan

kepada penuntut umum akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara, pen-vidik

diharuskan menl'esuaikan pemberkasan perkara rlengan ketentuan pasal gndang-

undang ]ang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penl.idikan

sepertr l'ang ditentukan dalam Pa-sal 121 KLEIAP.

seperti vang telah disinggung di atas, setelah peni,idik berpendapat segala

se-"riatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup. "atas kekuatan sumpah

jabatan" segera membuat berita acara dengan persyaratan-persvaralan !.ang

dutentukan ddam Pa,sal 12l :

1. Memberi tanggal pada berita acara

2. Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut wal,tu, tempat dan

keadaan servaktu tindak pidana dilakukan

3. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi
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Catatan mengenai akta dan atau benda

Serta segala sesuatu 1'ang dianggap perru untuk kepentingan penl,eresaian

perkara

Demikian syarat pembualan berita acara yang drtentukan dalam pasal 121 .

Akan ieiapi, untuk lengkapnva berita acara harus dihubungan dengan keientuan

Pasal 75' Hal ini berarti, setiap pemeriksaan vang berita acaranva telah dibuat

tersendiri dalam pemeriksaan peny'idikan dilamp.irkan dalam berita acara

penyidikan 1'ang dibuat oleh penfidik. Dalam berita acara penvidikan ha.rs

terlampir segala sesuatu tindakan pen-vidik selama dalam pemeriksaan sepanjang

hai itu telah diterangkannya dalam berita acara pemeriksaan. Jadi, dalam Lrerita

acara penvidikan !'ang berupa berkas perkara hasil penvidikan. penl,idik

.melampirkan Lrenta cara .

1. Pemeriksaanterangka

!

2. Pengakapan (1ika ada)

3. Penahana-n (ika ada)

4" Penggeledahan (ika ada)

5. Pemasukkan rumah (iika ada)

6. Penl.itaan benda (iika ada)

7. Pemeriksaan surat (1ika ada)

B. Pemenksaan saksi (ika ada)

Berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan drjilid.

menladi suatu berkas oleh penyidik. Jilidan berkas berita acara tersebut ..berkas

perkara".

4.

_5.
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Pada peryilidan berkas perkara, perru men1,'ampaikan hrmbauan. Apalagi

KUHAP sendiri telah menuntut pembinaan sikap dan mental aparat penegak

hukum, termasuk penrempurnaan admrnisglrasi yustisial. penjilidan berkas

perkara termasuk bidang pembinaan administrasi penegakn hukum. oleh karena

itu betapa pentingnl'a soal kecilnya menjadi perhatian, dalam arti

menl-empumakan dan meningkatkan "penjilidan berkas'". pen_vempurnaan

penjilidan ,vang kami maksudkan, bukan han1,a kerapian dan pemberian sampul

bagian depan saja, tetapi termasuk :

1. Penyampulan berkas yang rapi dan cukup sederhana

Agar trerita acara )rang diperbuat "atas kekuatan slrmpi& jabatan" diperlukan

kerapian. Pen,vidik tentu suka menghargai diri dan jabatan, serta sumpah

jabatann,va. Oleh karena iru perlu menyampul trerkas perkara clengan rapi daer

sederhana

2. Penjahita'n berka-s lang rapi

Pada umumnva berkas perkara -vang diterima bercopolm satu persatu"

sehingga lembaran berkas itu sering tanggal dan tercecer. Mernang kalau

dibanding berkas perkara vang dibuat penvidik militer. kita merasa kagum

akan kerapian dan kesempurnaan penlrusunan dan pdilidannya. Sedemikian

rupa. sehingga tidak ada kekhar.vatirfan akan tercecer lembararulr'a

3. Hendaknya berkas perkara memiliki daftar isi

Hal ini perlu sebagai dasar pengecekan isi dan halaman berkas dan sekaligus

memuddrkan mempelajari berkas serta memberi kecepatan membalik darr r

42

UNIVERSITAS MEDAN AREA



mencari kelerangan 1'ang diperlukan dalam persidangan. Dengan adanr.a

daftar isi. akan diketahui apakah ada rembar l.anghilang atau tercecer

1. Kemudian alangkah baiknr,a tika dibuat suatu standar sistematika pen\lusunarl

berkas perkara

Disusun sedemikian rupa, di mana letak susuna berita acara

tersangka, salisi" keterangan ahli. surat bentuk. berita acara

penahanan- pen1 itaan dan seterusn\,a

pemeriksaan

penangkapan,

Tentu banl'ak lagi hal-hal yang harus diperhatikan da.am pen\usunarl,

perlarlian dan kerapian berkas perjara. Tergantung kepada kita semua untuk

memperbaiki dan meningkatkan. Sebagai pengalarnan, pemah orang asing sedang

melakukan penelitian pada suatu pengadilan Melihat kekusaman, ketidak rapian

dan ketidak tersusunan berkas 1.ang Lrersampul dan tak tertilid dia- trertanr,a :

"bagaimana administrasi peradilan pidana sedemikian rupa remehn),a '/ apakah
t

penvidik tidka meniilid dan men\rrlSurl dalam suatu standar penjilidan ,/

Sedapat mungkin hasil pemefksaan penr.idikan. dilakukan penl,idikan

dengan sempuma, ditinjau dari segala segi. Baik kesempumaan dari segi

kelengkapan berkas maupun dari segi r.uridis teknis. sepprti pembuatan berita

acara Yang ditentukan unsur-unsur rumusiln tindak pidana 1.ang disangkakan dan

1,ang akan didakivakan kepada.

Ketelitian dan kesempumaan pemenlsaan penl.idikan amat penting

diperhatikan. Hal -ini sesuai dengan sistem penahapan pemeriksaan vang dianut

KUHAP, 1'ang telah mengatur diferensiasi r'ri rrrgsional diantara para instansi

penegak hukum. Tidak lagi seperti di masa HIR, kekurang mampuan pemeriksaan
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penl,idikan masih bisa diperbaiki penuntut umum,

penfidik untuk menambah dan men)rempumakan

bentuk vang diberikan penuntut umum.

vang berkedudukan sebagai

penl.idikan sesuai dengan

Al:an tetapi. bolali-baliknya suatu berkas perkara antara penf idik dengan

penuntut umum guna menambah dan menyempumakan pemeriksaan penvidikan-

ielas-jelas memperlambat penyelesaian penegakan hukum. Hal seperti ini

bertentangan dengan kepentingan tersangka berlau,an dengan prinsip peradilan

yang cepat, tepat dan biaya yang ringan. Kekurang sempurnaan pemeriksaan

penyidikan dan pengembalian berkas untuk menambah pemeriksaan penvidikan

akan membalva akibat yang kurang baik bagi nama instansi penyi6il sendiri.

Masr-arakat akan menilai kurang mampu atau cara bekerjanva kurang dapat

dipertanggung jau,abkan. oleh karena itu, apabila sering tertadi pengamLrilar-r

berkas oleh pihak penuntut umum kepada penyidik- akan mempengaruhi

kep ercay'a ari mas yarakat kep ad a instansi penl.id i k.

, Mari kita bicara pen-verahan berkas perkara dari penl;idik kepada penuntui

umum. IMenurut sistem penl,erahan berkas l,ang diatur dalam KUHAP

sebagaimana 1,ang diten{ukan Pasal 8 a1,at (2 dan 3). Pasal 110 dan Pasal 138,

mengenai sistem penyerahan trerkas perkara dalam "dua tahapan", yaitu :

1. Tahapan pertama penl,idikan han,va men_verahkan berkas perkara

2. Tahapan kedua, penyidikan men,verahkan tanggung ialvab atas tersangka dan

barang bukti kepada penuntut umum

r)
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I. Penysyulliln 1-alrupan Pertanw

Pada pen-verahan tahap pertama, pen-_vidik secara nvara dan lrsik

menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umurn dan penuntut umum secara

nlata dan fisik menerima dari tangan penf idik. Namun demikian. sekalipun telah

terjadi penyerahan n1,ata dan fisik kepada penuntut umunL undang-undang

"belum menganggap pen1,'idikan telah selesai". Dengan kata lain. penyerahan

berkas perkara secara n1'ata dan fisik, belum merupakan kepastial penl,slssalan

pemeriksaan peny,idikan, sebab kemungkinan besar hasrl penfidrkan ).ang

diserahkan, dikerrrbalikan oleh penuntut umum kepada penl,idik dengan petuniuk

agar penf idik melakukan "tambahan pemeriksaan pen1idikan...

Dari itu, selama masih terbuka kemungkinan untuk mengembalikan berkas

perkara kepada pery.'idik. hasil pemeriksaan penyidik masih dianggap ..Lrelum

lengkap" dan penl'erahan berkas tahapan pertama disebut "pra penuntutan". Jadi

penl'erahan Lerkas perkara terhadap belum lagi dapat diartikan sebagai realisasi

taraf "penuntutan", s ecara j ei as penr,elesaian fungs i p emeriksaan p envidikan. mari

kita perhatikan ketentuan Pasal 110 da_n pasal 138 :

1. Apabila pen1,'idik telah selesai melakukan peni'idikan "lvajib" segera

men-v*erahkan berkas perkara kepada penuntut

Penr-erahan nvata dan fisik berkas seperti ini baru tahapan penyerahan berkas

saia, belum menghilangkan kemungkinan trerkas dikembalikan lagi oleh

penuntut umum untuk melakukan tambahan pemerikaan penyidikan. Masih

terbuka kemungkinan bagi penuntut umum rmtuk melakukan tambahan

pemeriksaan haknya seperli vang disebutkan pasal 110 a1'at (2): ..apabila
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penuntut umum berpendapat bahiva hasil pent'idikan tersebut temyata masih

kurang lengkap, penuntut umrrm segera mengembaltkan berkas perkara

kepada penvidik disertai petuniuk untuk dilengkapi.

Apabila penuntut umum mengembalikan hasil pen-r,idikan berkas perkara

untuk dilengkapi :

a. Penvidik "u,ajib" segera melakukan "pen-_vidrkan tambahan" dalam lempo

14 (empat belas) hari penerimaan pengembalian berkas perkara dari

penuntut umum, penyidik harus menyelesaikan pemeriksaan penvidikan

tambahan dan mengembalikan berkas kepada penunlut umum. Bagaimana

jika tralas ivaktu itu dilampaui penl.idik ? tidak ada sanksinl'a. Penuntut

umum hanr a bisa menegur atau mengingatkan sebagaimar ) ang

dijelaskan dalarn Pasal 138 a-i'at (2) KUHAP

b. Pen-vidikan tambahan harus dilakukan penvidik "sesuai" dengan petunjuk
I

1,ang digariskan penuntut umum

Penuntut umum berhak mengembalikan berkas perkara hasil penl.idikan

;"a-ng drsa-mpaikan atau diserahkan penridik kepadan-va Apabila penuntut

umum berpendapat terdapat kekurang lengkapan pada berkas perkara.

trerarti pengembalian tadi ditujukan untuk melakukan lagi "penfidikan

tambahan". dan pen,r'idikan tambahan \rang harus dilakukan oleh penvidik

disesuaikan dengan petunjuk yang ditentukan oleh penrurtut umum.

Bagaimana jika pengembalian berkas perkara dilakukan penuntu,t urr-rum

tanpa memberi petunjuk tentang hal-hal apa yang harus lagi ditambah

penl:i6ip*rra ? Keadaan sepefti ini jelas bertentangan dengan ketentuan
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Pasal lI0 a1'a1 (3) dan Pasal 138 ayat (2) oleh karena itu, pengembalian

dianggap "lidak sah" karena bertentangan clengan undang-undzurg dan

dengan demikian dengan sendirin'a penl.idikan dianggap telah lengkap

dan selesai

c. Apabila dalam rvaktu 7 (tutuh) hari setelah penerimaan berkas perkara,

penuntut urnum telali menyampaikan pemberitahuan kepada pen-vidik.

bahu, ahasil penvidikan i'ang terdapat dalam berkas sudah lengkap pasal

138 ayat (l). Alau sebalikn,vq apabila daram ter:rpo 7 (tujuh) hari sesudah

penerimaan berkas. penuntut umum menyampaikan pemberitahuan kepada

penl,idik bahrva hasil penyidikan belum iengkap, berarti penyidikan beium

selcsai dan harus dilakukan pen-vidikan tambahan sesuai dengan petunjuk

}'ang diberikan penuntut umum. Dan dalam tempo 14 (empat bela.-s) hari

terhitung sejak penerimaan pengembalian berkas dari penuntut umum.

penf idik harus mengembalikan kembali beriias perkara beserta hasil

penyidikan tambahan kepada penuntut umum

d. Atau penfidikan tela-h dianggap selesai : apabila dalam jangka naklu

sebelum lewat tempo 14 (empat belas) hari (misalnl'a pada hari ke-9 atau

ke-13), penuntut umum telah memberutahukan kepada peny{dik bahi,rra

hasil pen-vidikan telah lengkap Sebaliknva, apabila belum ler.at jangka

n'al'1u 14 (empat belas) hari dari tanggal penenma_an berka-s kepaela

penf idik. Kaidah ini dapat dilihat secara a contrario dan bunyi pasal l l0

ayat (4) yaitu sebelum batas ivaktu i4 (empat belas) hari tersebut trb,),rkhir,
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telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada

penf idik

e. Peni,'idikan dengan sendirinl,a menurut hukum telah dianggap lengkap dan

selesai apabila tenggang *'aktu 14 (empat belas) hari darr tanggal

penerimaan berkas penuntut umum.

l) tidak ada menvampaikanpemberitahuan tentang kekurang lengkapan

hasil penyidikan

2) atau selama jangka rvaktr: 14 (empat belas) hari tersetrut penuntut

umum tidak ada pengembalian berkas perkara kepada penvidik

Dengan demikian setelah jangka u,ak1n tersebut dilampaui. temyata,

penuntut umum tidak ada menr,ampaikan pemberitahuan tentang kekurang

lengkapan penf idikan atau apabila dalam tenggang lr,'akt,,r l4 (empat trelas) hari

penuntut umum tidak ada mengembalikan berkas perkara^ sah dan lengkap serta
I

selesailah fungsi penl.idikan. Se.iak saat )'ang diuraikan di atas, berakhir

"tanggung .iarvab" pen-vidik eles kelanjutan penvelesaian berkas perkara kepada

instansi penuntut umum. Dan sejak saat itu terjadi penyerahan berka-s perkara

tahapkedua, serta sejak saat itu berakhir tenggang rvaklu "p ra penuntutan,, dan

treralih tahap pra penuntutan menjadi tahap "penuntutan...

2. Pentetahan Berkas Tahap Kedus

seperti yang telah dijelaskan penl,erahan berkas tahap Berta,ma.

pen,vidikan dianggap kurang lengkap dan selesrr,) apabila telah ada pemeritahuan

dan penuntut umum yang menyatakan trerkas perkara telah lengkap. Atau apabila
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tenggang r,r,aktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas. penuntut

umum tidak menyampaikan pem)'alaan apa-apa dan tidali pula mengembalikan

berkas perkara kepada penfidik. terhitung selak tenggang u,aktu tersebut dengan

sendirinya menurut hukum :

l. Penverahan berkas perkara sudah sah dan sempuma beralih kepada penuntut

umum tanpa memerlukan cara dan prosedur apa-apa lagi

2. Dengan sendirinva teriadilah pen,verahan "tanggmg jalvab hukum" atas

seh"rnrh berkas }'ang bersanglartan dari tangan penlidik kepada Lrenuntgt

umum

Peralihan tanggung jarvab ,ruridis atas berkas perkara dari tangan pen-vidik

kepada tangan penuntut umum, meliputi . berkas perkaranya sendiri tanggung

jau,ab hukum atas tersangka dan tanggung jato,ab hukum atas segala barang bukti

atau benda sitaan. Akan tetapi perlu diperhatikan. penyerahan dan peralihan hak

itu titik teratll'u adalah arti pen--verahan dan peralihan tanggung jarvab secara fisik

terha/ap tersangka dan barang bukti. Oleh karena itu. apabila di suatu daerah

belum ada Rumah rahanan Negara (ruta-n) serla belum juga rnempunl,ai Rumah

Penf impanan Benda Sitaen Negara dan penyimpanan barang bukti 1.ang cukup,

secara fisik biarlah tersangka dan barang bukti tetap berada di tempat semula 1'ang

telah ditentukan pen1,,idik. Namun penga\uasan dzrrr tanggung jawab hukum suda-h

berada di tangan penuntut umum. Kecuali mengenai brarang buktr r,ang sederhana

kecil seperti pistol, pisau- ganja satu dos dan sebagain-y*a dapat diserahkan

langsung kepl6a penuntut umum. Dan mengenai masalah perdihan yuridis ini

sudah luas dibicarakan pada uraian penahanan.
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Undang-undang telah menenlukan pelabat penyiclik mana vang berrvenang

menverahkan atau melimpahkan berkas perkara penuntut umum atau kepada

sidang pengadilan. Sebab seperti ),ang akan dijelaskan. bukan seluruhnl,a

penl'erahan dan pelirnpahan berkas perkara mesti melalui penuntut umum. Ada

jenis perkara yang dapat 'langsung" dilimpahkan penl.idik kepada pengadilan

seperli perkara Vang dapat "langsung" dilimpahkan penyidik kepada pengadilan

seperti perkara acara ringan dan perkara lalu lintas. Dalam kedua jenis perkara i1i.

berkas perkara dan terdaku'a serta saksi dan bukti dapat langsung dilimpahkan

kepada penvidik kepada pengadilan tanpa melalui penuntut umum tapi atas "kuasa

penuntut Llmllm".

.8. Proses Beracara di Depan Pengadilan

Dalam beracara di Pengadilan Negen seeara garis besam.r,a ari_apun

tahapan-tahipun u"uruy.ang dilakukan adalah sebagai berikut .

1. Daliivaan

2. Pemeriksaan

3. Tuntutan

4. Putusan Hakim

1. Daktvaan

Setelah Hakim menenhlkan ha-n sidang nraka dalam pemeriksaan di

peradilan negeri maka adapun -yang pertama sekali diadakan membaca surat

dali-r'vaan oleh jaksa Penuntut lJmum, di mana daku,aan yang dibacakan terselrut
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menurut undang-undang haruslah memenuhi persl,aratan, di

harus dipenuhi dalam pembuatan surat claku,aan diatur dalam

KUHAP,,vaitu :

1. Syarat Formal

mana svarat vang

Pasal 143 ay'ar (2)

o Surat dakrvaan harus diberi tanggan dan ditanda tangani oleh penuntut

LImum

. Berisi identitas terdakr.va _r,aitu nama lengkap, tempat lahir. umur atau

tanggal lahir, renis keramin, kebangsaan, tempal tinggal, agama dan

pekerjaan terdakrva

2. Syarat Materil

Surat dakrvaan harus memuat secara cermat. jelas dan lengkap mengenai

' tindakan pielana 1'ang didakrvaka, dengan menvebutkan u,aktu dan tempat

tindakan pidana tersebut dilakukan oleh terrlakua
I

Dengan demikian maka kita ketahui bahu,a dengan dalilr.aaa tersetrut

maka bagi terdakrva/pembela surat daku,aan itu merupaka_n dasar yntuk

melakukan pem'rrelaan dengan menl.iapkan b,kti-bukti kebaikan terhadap apa

)'ang didaku,akan penuntut umum, sedangkan bag, hakim surat dakrvaan

mentpakan da-sar pemeriksaan di persidangan dan pedoman untuk mengamlril

putusan l'ang akan dijatuhkan.

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan Negeri maka

adapunjenis-jenis surat dakrvaan dapat kita kenal sebagai berikut .

1. Dakwaan Tunggal

2. Dakrvaan Kumulatif
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3. Dakwaan Altematif

4. Dakr,r.aan Subsidair (pilihan)

5. Dakrvaan Kombinasi

a. KumulatifSubsidair

b. Subsidair Kumulatif

Dengan adanya surat dakrvaan yang dibacakan oleh penuntutan umum di

persidangan maka selanjutnva hakim ketua sidang menyatakan kepada terdaku,a

apakah terdaklva telah mengerti isi dakrvazur tersebut, apabila terdalgva belum

mengerti maka hakim ketua sidang akan memerintahkan jaksa agar men-jelaskan

kepada terdakwa tentang isi dakw.aan tersebut.

Setelah terdakrva mernahami isi daku,aan tersebut maka untuk selan-iutn1,a

diberi kesempatan kepada terda-kwa/penasehat hukumnya untuk mengajukan

tanggapannl'a terhadap dakrvaan tersebut 1,-ang disebut dengan eksepsi, di mana

eksepsi ini triasanya berisikan tentang :

l. Pengadilan tidak beru,enang mengadrli perkara. misalnya karerna alasan

perkara yang menr-angkut urusan dagang maka menjadi kervenangan perkara

perdata

Dakrvaan tidak diterima karena alasan perkara pidana acluan yang tidak dapat

dipenuhi adan,va surat aduan dari vang berkepentingan

Surat dakrvaan harus dibatalkan karena alasan syarat-sy.arat tentang dakr,_r,aan

lidak tepat

Selanjutnya setelah penasehat hukum mengajukan eksepsin,va maka hal,rii)i

ketua majelis men:berikan kesempatan kepada Ja]isa untuk menanggapi eksepsi

2.
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dari penasehat hukum vang biasanl,a penuntut umum akan bertahan kepada

daku'aannt,a semula.

Setelah selesai acara tersebut hakim akan memperlimbangkan keberatan

dan kemudian alian memutuskannya, plllusan inilah l,ang dikatalan putusan sela.

Kalau diperhatian Pasal 184 KUHAP dapat diperinci jenis alat bulli vang

sah menurut undang-undang. Di luar alal buLli ini tidak diperkenan6an sebagai

alat bukti

Adapun alat bukti 1'ang sah menunrt pasal 1g4 ayat (l) KuHAp antara

lain:

L Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

.3. Surat

4. Petunjuk

5. Keteranjan terdakna

Menurut Pasal 16,1 HIR. alat-alat bul;ti terdiri dari :

l. Surat

2. Saksi

3. Salgka

4. Pengakuan

5. Sumpah

Jika dibandingalr dengan HIR. maka jenis-jenis alat bukti terdapat di

dalam KUHAP terdapat penambdtan alat bukti yairal,) tentang keterangan ahli. Di
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samping itu, terdapat pula perubahan redaksi tentang ..pengakuan 
terdakrva,,

dalam HIR menjadi "keterangan terdaklva,,dalam KUHAP

Untuk lebih jelas apa !'ang dimaksud dengan alat bukti dan bagaimana

kekuatan alat bukti seperli .vang disebut oleh Pasal 1tt4 a-vat (i) KuHAp tersebut

di atas, ada baiknya diuraikan tentang alat-alatbuhi di bawah ini :

I Keterangan Saksi

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan bukti i.ang

paling penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam seliap proses pemenksaan

perkara pidana tetap diperlukan lvalaupun seandainya bukti serupa atau

l:eterangan terdah,,,a telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bahiva setiap

pemeriksaan perkara pidana untuk menentukan salah atau tirdaknl,a seorang

.lerdakwa haru-s didukung 2 (oua) alat bukti yang sah. namun walaupnn telah

dipenuhi s]--arat tersebut dalam prakteknya masih juga diusahakan unluk

mendengar feterangan saksi dan keterangan saksi tersebut setidak-ticld;nva harus

ada 2 (dua)

Menurut Pasal 1 butir ke-26 KLII-IAP. saksi adalah orang 1,ang rlapat

rnemberikan keterangan gunl kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

tentang suatu perkara pidana y'ang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendiri

selanjutnya Pasal I butir ke-27 KlrHAp mengatur setragai berikut .

keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana vang berupa

keterangan dary-rlzksi mengenai suatu peristiwa pidana 1,,ang ia dengar sendiri, ia
(

lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannva itu.
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Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur \rang terpenting

1,aitu :

a. adanya peristiwa pidana yang ia (saksi)

b. dengar sendin

c. lihat sendiri

d. alami sendiri

e. dengan men-_vebut alasan dari pengetahuannva ituli

Jadi, agar seseorang dapat didengar keterangann),a sebagai saksi haruslah

memenuhi syarat yaitu dapat memberikan keterangan terhadap peristiiva pidana

,vang didengarnl,a senCiri, dilihatnr,a sendiri dan dialamin-va sendiri.

Pengertian kata "sendiri"' trerarti setiap hal-hal yang secare iangsung

diketahui oleh saksi akan tetapi baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari

hasil pemikirar saja bukan merupakan keterangan saksi dan tidka mencal,up

keterangan r,''ang diperoleh dari orang lain (testomomum de auditu).

Llntuk lebih jelasnya dapat disimpulk;rn .

a. Setiap keterangan saksi di luar apa --vang didengarnya sendiri dalam peristix,a

pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau yang dialaminya sendiri.

tidali dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti

b. Testimonium de auditu -vaitu saksr y,'ang memberikan keterangan trerdasarkan

dari orang lain atau pihak ketiga. tidak mempunyai nilai

c. Pendapat atau rekaan -vang saksi peroleh dan hasil pemikiran bukan

merupakan keterangan saksi

lt H. M. Kamaiuddrn,
Praktek" Tanpa Penerbit. Medan.

Hukum Pembaktiqn Pidana dan perdota Dalam Teoi dan
1992, hal. 19

l
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Kesaksian yang Testimonium de auditu tidak dapat drjadikan sebagai alat

bukti ;'ang sah menurut hukum, har ini sesuar dengan kehendak clan tujuan hukum

acara pidana yaitu mencari kebenaran yang materil. lagi pula untuk perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia. di mana keterangan seorang saksi 1,ang han'a

mendengar dari orang lain. tidak ter;amin kebenarannya. maka kesaksian de

auditu patut tidak dipakai di Indonesia.

Namun demikian kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakili.

lvalaupun tidka mempuni'ai nilai setragai bukti kesaksian. tetapi sepanjang ia

dapat sesuai dengan alat-alat bukri 1.'ang lain dan sepanjang keterangan itu benar

adanya, dapat rnemperkuat kel.akinan hakim sehingga dapat dijadikan sebagai

bukri petunjuk ),ang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada

. kebiyaksaan hakim.

Hal ini sesuai pula dengan pendapat wirjono prodjodikoro vang

mengatakan':

'..'..hakim diiarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan sal.:si

de auditu -r-aitu tentang suatu keadaan -vang saksi itu han-va dengar saja terjadinya

dari orang lain. nlarangan semacam iru baik, batrkan sudah semestinva, akan

tetapi perlu diperhatikan bairiva kalau ada saksi -va11g menerangkan telah

mendengar terjadinya suatu keadaan orang iain, kesaksian semacam ini tidak selau

dapat dikesampingkan dari orang lain itu. dapat Lrerguna untuk penvusunan slratu-

rangkaian pembuktian terhadap terdakw,a.,' 1

''t wir.lono ltodj{dikoro, Hakunt Acaro Pitlana di Indonesitt,Erlangga, .Iakarta. 2003, hal
17
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Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuari vang ditenfukan

lain oleh Pasal 168 KUHAp tidak dapat didengar keterangann\ra clan dapat

mengundurkan diri sebagar saksi (saksi ],ang mempunlai hak ingkar). ],aitu :

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah

sampai derajat ketiga dari terdaklla atau 1,ang bersama-sama sebagai terdaku,a

b. Saudasra dari terdakrva atau yang bersama-sama sebagai terdaliwa- saudara

ibu atau bapak, juga mereka -_vang mempunr-ai hubungan karena perkawinan

dan anak-anak saudara terdaku,a sampai cleraiat ketiga

c. suami istri terdakrva meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama

sebagai terdahva

Sebenarn,va apa,_vang dirrlaipu, oleh pasal 16g KtIHAp tentang saksi vang

'mempunr-ai hak ingkar 1"aitu saksi -vang dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

sesttai dengan ketentuan -yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda t,aitu

pada masa ierlakunl'a HIR. Dalam pasal 275 ayat (3) HIR dinl.atakan dengan

tegas bahu'a saksi yang mempunvai hubungan darah atau sen:rnda den3an

terdakrva tidak dapat diterima sebagai saksi ,vang disumpah.

Untuk memperjelas hal tersebut di atas, penulis akan mengemukakan salah

satu Putusan Mahkamah Agung Repubrik Indoneisa ).ang telag menjadi

jurisprudensi tertanggal 14 N{ei rg73 Nomor 2g zuKrllg7z. },ang telah

membatalkan Putuszur Pengadilan Tinggi Palemtrang dan Pengaelilan Negeri

Jambi karena telah salah menerapkan hukum formil dalam-perkara pidana Nomor

2001PN.1969. 1'ang isinya sebagai trerikut "istri yang syah dari tertqduh tidak (\

dapat dijadikan sebagai saksi ,vang disumpah,,.
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Selain dari pada r.,ang disebut oleh pasal l6tt KUHAP tentang saksi vang

mempunyai hak ingkar, Pasal l7l KLIHAP juga menambahkan pengecualian

terhadap saksi yang mempunl,ai hak ingkar. i aitu :

l. anak yang umumla belum cukup l-5 (lima belas) tahun dan belum pemah

karvin

2. orang sakit ingatan atau sakit jirva meskipun ingatannva baik kembali

Mengapa anak yang masih di ba*,ah umur sefta orang ),ang sakit iita,
sakit ingatan digolongkan ke dalam saksi r ang mempunyai hak ingkar. karena

mereka ini tidak dapat dimintakan pertanggung jar,vabann_va secara sempuma dan

ada kecenderungan uniuk ;rremLresar-bssarkan keadaan setrenamya. apalagi jika

dihubungan dengan nilai dan kekuatan keterangan l.ang diberikan seorarg uttuk

.memberikan kesalsian menurut hukum acara ptdana di mana ia harus disumpal

trntuk berjanji terlebih dahulu sebelum memberi keterangannr.E sementara mereka

itu tidak dipat (dilarang) untuk disumpah menururt hukum pidana. Dengan

demikian keterangan saksi vanq disebut pleh pasal l7l KLfHAp hanya sebaaai

bukti petuluk bagi hakim.

Sedangkan bagr orang vang mempunlai hubungan da;ah diberikan hak

ingkar oleh undang-undang dengan alasan .

Untuk mencegah kemungkinan diberikannva keterangan ],ang tidak objektif

Untuk menjaga hubungan Lraik ddam keluarga

Untuk mencegah timbulnya pertentangan batrn

(\

a.

b
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Hak ingkar artin-va "hak seorang saksi untuk menga.iukan keberatan-

keberatan l'ang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan

mengadili perkaranva. "15

Di samping karena hubturgan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ada

juga beberapa golongan -yang dikecualikan untuk menjadi saksi dan dapat

meminta supa)'a dibebaskan da"ri kervaiiban memberi kelerangan saksi. antara lain

adalah mereka-met'eka 1,uutg karena pekerjaan, harkat, martabat atau .jabata11r.a

dilvaiibkan menl,impan rahasia (r,ide Pasal I70 KtIHAp)

orang vang harus menyimpan rahasia jabatan misarnla seorang dokter

yang harus meral,asiakan pen],akit -yang diderita oleh pasiennl,'a. Sedangkan

mereka Yang karena martabatn-va dapat mengundurkan diri sebagai saksi misalnya

seorang pa-stor atau pendeta berhubr.rngan dengan kerahasiaan orang-orang

melahukan pengakuan dosa kepadan-_va.

oleh'karena Pasal 170 KUHAP mengatur tentang kebebasar-r orang-orang

1'ang,karena mafiabatnva dan jabatanni'a dapal mengindarkan diri sebagai saksi.

rnaka sudah barang tetntu tidak tertutup kemungkinan bagi mereka ini dapat juga

ber-tindak sebagai saksi d,an dapat diperiksa oleh hakim. Mereka inilah yane

drsebut dengan kesaksian yang relatif.

Di dalam KUHAP dilienal 2 (dua) macam atau tenis saksi 1,ang dapat

drmaiukan selragai saksi di depan persidangan pengadilan dalam rangka

pernbuktian terhadap peristiu,a pidana 
-v.-ang didakwakan kepada terdakrva.

11s61,ra1;enis saksi tersebut adalah sebagai benkut :

't Ni.,, Ngani, 2"arrya Jawab Hukurn dan
Keadilan. Seri I. i-ibertr,. Yogvakarta,20tl4. hai.63
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a. Saksi adecharge

Saksi a decharge adalah saksi l'ang diajukan oleh tersangka/terdakri,a atau

penasehat hukum -vang diharapkan dapat memberikan keterangan ),ang

menguntungkan bagi tersangkalterdaklvar6

Kesaksian a decharge seringkaii diperlukan oleh terdaku,a. apabila lerdaklr,a

telah mengemukakan alibi yaitu bahq,a ia berada di tempal lain pada saat

tindak pidana vang didak'r,r'akan terhadap dirinva tertadi. atau bahrva ia benar-

benar tidal< pemah beracla di tempat keladian setrelunL selama atau sesuclah

tindak pidana -vang bersangkuta:r terjadi. Keterangan saksi a decharge akan

menguatkan alibi terdairw'a tersebut

b. Saksi a charge

Salsi a charge adalah ),ang memtrerikan keterangan -yang clengan

keterangannya itu dapat memberikan suatu dakn,aan terhadap diri terdaku,alT

Saksi a'charge pada umumnl,a diajukan oleh penuntut umum dalam kcnteks

atau sebagai upaya untuk membukikan kesalahan terdaku,a

Selain kedua saksi di atas di dalam praktek beracara di pengadilan dikena,l

riuga saksi lainnva l aitu :

1. Saksi Verbdisant

Saksi verbalisant adalah suatu istrlah i.ang lazim dipergunakan untuk praktek

peradilan pidana trerdasarkan ketruluhan praktek 1,-aitu pen-vidik. pada

umumn]*a anggota Polri, -vang menyidik dan membuat berita acara peristir,va

pidana yang bersangkutan, baik atas permintaan penuntut umum rnaupun ata-s

rd Abdnrracltnan, op,cit.hal. 47
' Ibid.hal J9
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perintah hakim untuk didengarkan keterangannl,'a sebagai saksi dalam perkara

y'ang sedang berjalanr8

2. Saksi Mahkota

saksi mahkota adalah saksi 1'ang dimatukan penuntut rrmum dr depa-n

persidangan. di mana saksi tersebut juga merupalian teman terdakrva vang ikut

serta melakukan perbuatan pidana itule

Dengan demrkian saksi mahkota (kroon getuige) atau saksi utama yang

sesuai dengan konteks pembahasan karya ilmiah ini, yaitr.r berasal dari salah

seorang terdakrva (sesama pelaku) terhadap tindak pidana _vang sama vang sedang

disidr'ngkan atau diperiksa, adalah termasuk ke daiam golongan atau jenis saksi a

charge. Karena saksi mahkota ini diajukan oleh penuntut umurn dalam usahanva

, tlntttk membuktrkan adaxl'a msur kesa-lahan r,ang didakrr,,a-klrn terlutda-p terclakg,a.

agar dak*'aan itu terbukli sah dan met.akinkan. Dengan demikran keterangan vang

diberikiur olfh saksi mahkota terseLrut akan memberatkan kepada terdaku,a.

Dalam Pasal I [i5 a1,at (7) KUHAP i'ang berbunl,i :

"Ketera-ngan dari saksi vang tidak drsumpah meskipun sesuai satu dengal r,,4ng

lain. tidak merupakan alat bukti. narnun apabila keterangan itu sesuai dengan

keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan setragai tambahan alat

br.rkti vang sah lain."2')

Jadi menurut pen;elasan dari pasal 161 ay'at (2) dan ketentuan pasal 185

a)'at (7). keterangan _vang diberikan oleh saki -vang tidak mengucapkan sumpa!

't H lul Kainalucidin I-ubis, Op.cia hai. 30

" Ibir!,hal. 34
r0 Soesilo, M. Karladi, Kitrb Uttdang-Undang Hukum Acar{! Pitlcna detgcn pety'elastm

Rer.ni dan Konrcntar. Politeia. tsoeor. 1996" hal 83
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atau janji tidak dapat drjadikan alat bukti yang sah, keterangan itu han_va boleh

digunakan oleh hakim sebagai keterangarr tambahan untuk menguatkan keyakinan

haliim.

Dari uraian di atas lelas bahw'a menurlrt KUHAP keterangan saksi y.ang

mempunt'ai nilai dan reabilitas (kehandalan) sebagai alat bukti yang sah adalah

keterangan saksi yang memenuhi syarat, 1,aitu :

a. Sr,arat Material

Keterangan saksi sebagar alat bukti 1.ang sah adalah keterangan ),ang

diberikan oleh saksi yang mendengar. melihat dan memgalami sendiri suatu

peristir,va pidana yang bersangkutan, bukan keterangan 1.ang diberikan oleh

saksi vang mendengar dari orang lain atau kesaksian testimonium cle auditu

(hearsa1, evidence)

b. S1.'arat Formal

l) Keteiangan saksi sebagai alat truLti yang sah adalah keterangan y.ang

diberikan oleh saksi -vang telah menjalankan keu,aiibannya sehelum ata,,u

sesudah memberik keterangan, ,vaitu mengucapkan sumpah atau jan;i

bahwa ia akan memberi keterangan -vang benar tidak lain dari pada 1,ang

sebenarnya

2) Keterangan sebagai alat bukti y'ang sah itu dinyatakan oleh saksi di depan

sidang pengadilan2l

2t Lamintang, KUHAP Dengan Pembahasan Secara J*ridis Menurut Jurispntdensi dan
Ilmu Pengaahuan Hukam Piilana, SinarBartl Bandung, 2004, hal. 3l

r')
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b. Keterangan itu harus menurut pengelahuannr..a

Pengertian ilmlu pengetahuan oleh HR (Hoge Raad) meliputi

kriminalistik. Sedang Van Bemmeden mengatakan bahrva ilmu tulisan. ilmu

seniata, pengetahuan sidik jari dan sebagainya ternrasuk ke dalam pengertian ilmu

pengetahuan.22

Dalam menilai apaLah sesuatu keterangan clapat dinilai sebagai keteiangan

ahli. bukan hanl'a senrata-mata ditinjau rlari laktor keahliam_va atau fakor

orangn)'a saja, tetapi ditentukan juga oleh faklor bentuk keterangannva. walaupun

\:ang memberikan keterangan itu Lrenar-benar seorang ahli. tetapi kalau ahli

tersebut rnernberikan keterangannl,a berdasarkan apa vang ia lihat sendiri. ia

dargan sendiri atau 1'ang dialaminl'a sendiri, maka keterangan ahli tersebut tidalc

dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli. melainlian dikatakan sebagai

keterangan saksi biasa.

seuiitnl'a rvalaupun seorang ahli memberikan keterangannr,.a

berdasarkan keahli:rnn)'a -vaRg khusus untuk itu. tetapi jika ia dalam nTemberika-n

keterangan tersebut tidak berdasarkan permintaan dan pen-vidik dalam

pemeritsaan perkara pendahuluan atau Lrukem pe.i'mrntaan dari hakinr- jalsa atau

terdalirva dalam pemeriksaan di persidangan maka keterangan vang diberikan oleh

ahli tersebut dapat dikategorikan sebagar keterzurgan ahli.

2r Antli Hamzah- Pengcntar Hukum Acarc Pidanu Indonesfu" Ghalia Indonesia, .lakarta,
2003. ha1. 25iJ

r-l
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3. Surat

Surat sebagai alat bukti vang sah menurut KUHAP diatur di dalam pasal

l84 ai,at (l) sub 3

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat

sebagaimana l'ang disebut oleh Pasal 184 al'at 1

l. Surat 1'ang dibuat atas sumpah jabatan

2. Surat vang dikuatkan dengan sumpah

Sr,rrat 1'ang dibuat a,tas sumpah tatratan rtu terdiri dari

Berita acara dan surat resmi yang dibuat oletr pejabat umum -v'-ang benvenang

atau vang cibr:at di hadapann,va, ),ang memuat keterangan tentang kejadian

atau keadaan r,ang didengar. dilihat atau yang dialamim,a sendiri" diserlar

dengan a,lasan y.ang jelas dan tegas tentang keterangannl,.a itu.

Jadi agar surat resmi 1'ang dibuat oleh pe3abat -vang benvenang mempunl'ai

nilai ke[uatan sebagai alat buk1i. haruslah memuat tentaxg ke.ladian atau

keadaan -l'ang didengar. dilihat atau 1,ang dialami si pejabat itu sendiri sena

menjelasl.=an dengan tegas tentang kelerangan;,ang drLruatnvs i1u

Surat vang berbentuk,menurut ketenfuan perundang-undangan atau surat vang

dibuat oleh aparat pengelola administra-si dan kebijaksanaan eksekutil. yang

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. N4isalnya surat izin

bangunan sural izin eksport dan lain sebagainva

c. Surat keterangan vang dikeluarkan oleh seorang ahli. sebagaimana yang

dinratsl;,,1 oleh Pasal 187 huruf e KUHAp, yaitu surat keterangan 1,ang
(

diberikan oleh seorang ahli vang berupa laporan.Misalnya Visum et revertum

sebagai alat bukti ):.ang sah

sub 3 adalah
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Sedang sural _vang dikuatkan dengan sumpah t,aitu surat vang lain r.ang

hanl'a dapat berlaku.lika ada hubungann),a dengan isi dari alat pembuLlian 1.ang

lain.

Bentuk-bentuk surat ],ang diuraikan dr atas terutama surat ),ang

dikeluarkan oleh pejabat resmi. surat _vang berbentuk menurut undang-undang

atau bentuk surat vang dikeluarkan oleh seorang ahli. dengan sendirinya sudah

bemilai sebagai alat bukti vang sah sejak surat itu dibuat.

1. Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti y'ang sah menrrrut undang-undang sulit untuk

diielaskan pengertian secara konkrit

Pasal 188 avat (l) KLIHAP hanl'a menvebutknn bahrr,a, petunjuk itp adalah

suafu perbuatan, keiadian atau keadaan r:.&ng karena persesuaiannl,a. baik antara

)'ang satu 'dengan l'ang lain- maupun dengan tindah pidana itu seneliri.

menandakan bahu,a telah teriadi suatu tindak pidana dan siapa pelakun_r,a,

Buki petunjuk adalah suatu pertruatan atau har ]'ang karena

,Persesuaiann-va baik u:rtara satu dengan I'ang lain. maupun dengan tindak pidana

itu sendiri menandalian bahr'va telah terjadr tindak pidana dan siapaliah pelakr.rnva.

Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dan keterangan saksi, surat dan

kel erangan terd al'rr a.

Petunjuk itu adalah suatu is1,'arat --vang dapat ditank dari suatu perbuatan.

keiadian atau keadaan di mana isyarat tadi mempuny,ai persesuaian antara ).ang

safu dengan yang lain maupun isvarat tadi memprutvai persesuaian dengan tindak
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pidana itu sendiri dan dari isvarat tersebut melahirkan atau meu,ujudkan suatu

petunjuk )'ang membentuk kenl.ataan terjaclinl,a suatu tinciak pidana dan

terdakivalah pelakun-va.

Dari uraian lersebut di atas dapat ditrerikan kesimpulan sebenaml.a untuk

menetitukan apa itu alat bukti petuniuk )'ang terpenting harus ada persesuara-n,

-vaitu persesuaian antara kejadian. peristir,r,a" dengan tindak pidana itu sendiri Dan

dzui persesuaran itu dapat diketahui srapa pelakunl,a.

5. Keterangan Terdahua

Keterangal terdakrva adalfi merupakan salah satu arat bukri ,r.ang sah

menurut undang-undang. Hal ini secara jelas dapat dilihat di dalam pasal lg4 ar,at

(1) sub 5 KUHAP.

Pengertian lang terkandung pada kata keterangan terdakrva, lebih bersilat

kepada suaiu penjelasan akan apa \:ang dilakukan oleh seseorang. Keterangan

terdaks'a belum tentu mengakui. Dengan perkataan lain. keterangan terdal,lri,a

dapat meliputi "pengakuan" dan "pengingkaran atau pen-vangkalan". tetapi kalar-r

sudah rnengakui. berarti memang benar adanva dan tidali ada sifat mengingkari.

Pengertian keterangan terdakiva elapat dilihat dalam Pasal 189 a.vat (l)

KUHAP \iang men\,'atakan "keterangan terdakrva adalah apa -_yang terdakl,a

n1'atakan di sidaflg tentang perbuatan 5,ang ia lakukan ata,_r yang ia ketahui sendiri

atau alami sendiri."

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti apa

dimaksud dengan keterangan terdakrva l aitu apa 1,ang

yang sebenarnva yang

terdakiva nvatakan atau
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jelaskan di sidang pengadilan. apa vang diterangkann_va itu menyangkut tentang

perbuatan 1'ang dilakukann-va sendiri atau yang diketahuinl,a atau sebab itu

dialaminya sendiri vang berhubungan dengan peristirva pidana 'ang sedang

diperiksa.

C. Penuntutan Perkar.a Penyalahgunaan psikotropika

Pelaksanaan penuntutan perkara di Pengadilan Negeri Meclan dilakukan

oleh pihak Kejalisaan dengan dasar telah meranggar ketentuan pidana.

Penltntutan perkara di Pengadilan Negeri Medan dilakukan oleh penr.rntut

umum taitu suatu instansi Yang diberi ive\venang oleh undang-undang untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penatapan pengadilan.

Salah satu we\\'enang utama penuntut umuri adalah melakukan tindakan

penlr:rtutan.

Tenting apa ,vang dimalisud dengan penuntutan, meruiuk pada ketentuan

Pasal I truiir 7 dr*i Pasal 137. Dari kedua ketentuan tersebr:t dapal clitarii,,

pengertian vang memberikan gambaran makna dan ruang lingkup penuntutan

IvIenurut rumusan Pa-sai 1 l-rtrtir 7 "penuntutan adalah tindaka-n penuntut

umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri vang benvenang

dalam hai dan menunrt cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan

permintaan supa)'a diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Memperhatra=n bunf i ketentuan pa-sal di atas. dapat ditarik suatu kenvataar Lrahrl:a

penuntutan- berarti tindakan penuntut umum : r. )

1. h4elimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang benvenalg
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2. Dengan perminlaan supa)'a perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim

di sidang pengadilan

Kemudian apa yang dimaksud Pasal I butir 7. drperlegas lagi oleh pasal

i37" 1'ang berbunyi "penutrtttt umum benvenang mela-kukan penuntutan terhadap

slapapun vang dudakua melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya

dengan melirnpahkan perkara ke pengadilan yang benvenang mengadili .'

Dengar demrkian tindakan penuntutan merupakan tahapan llroses

pemerilsaan atas suatu tindakan pidala yakni melanjutkan menvelesaikan tahapan

pemeriksaan penvidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

oleh haliim, guna mengambil putusan atas perkara tindalian pidana berseurgkutan.

r'' )
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A.

I.

BAB V

KESTMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahrva Jaksa di samping mempunl,ai tugas penl,idikan juga merupakan

koordinator dari penyidik lainnya. Dengan kata lain bahrva apabila Jaksa

melakukan suatu penf idikan maka penf idik lainnl,a dengan sendrrin_va akan

menghentikan penfidikannr,a sebab di dalam hal tindak pidana Jaksa

mempunl'ai hak penuh dalam hal peni:idikzrn

Bahwa di dalam lingkungan tugas aparatur penegak hukum r-aitu kepolisian.

kejaksaan dan pengadilan rnaka kejaksaan menduduki posisi kunci atag posrsi

sentral ),aitu di mana kedudukan keiaksaan di sini berada di tengah-tengah

antara pen_vidik kepolsian dan pengadrlan

Saran I

Selain koorporatif dalam melakukan fungsinl'a maka pihak Kejaksaan luga

diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukpn penelaahan terhadap kasus-

kasus 1'ang telah diserahkan pihak kepolisian kepada mereka-

:. 
Dalam menciptakan koordinasi r,ang mantap antara aparat penegak hukum

termasuk Kejaksaan agar dapat kiranl'a lebih ditingkatkan kualitas dari

koordinasi tersebut sehingga permasalahn dalam pengajuan sebuah kasus

pidana dapat leLrih dikecilka_n r'")

2.

B.

1.
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3. Hendakn'a kualitas sumber daya manusia pihak ke-jaksaan dapal lebih

ditingkatkan seiringan dengan perkemkrangan dunia kejahatan itp sencliri r,ang

memiliki kelebihan dalam hal penggunaan teknologi

r)
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